
Or'' 

Menimbang 

B U P A T I GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N B U P A T I GORONTALO UTARA 

NOMOR 19 TAHUN 2024 

T E N T A N G 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H D A E R A H 

! 

D E N G A N RAHMAT T U H A N YANG MAHA E S A 

B U P A T I GORONTALO UTARA, 

: a . bahwa da lam rangka menc iptakan ars ip pe laksanaan 

tugas pemerint£ihan yang autent ik, terpercaya, 

memi l ik i kepast ian, dan dapat dipertanggungjawabkan, 

per lu membentuk pedoman T a t a Naskah d inas yang 

mengedepankan kemudahan , ketert iban, kepast ian, 

dan efektivitas a tas penyelenggaraan T a t a Naskah 

dinas; 

b. bahwa u n t u k m e l a k s a n a k a n ke tentuan da lam Pasa l 2 

ayat (3) Pe ra turan Ars ip Nasional Republ ik Indonesia 

Nomor 5 T a h u n 2 0 2 1 tentang Pedoman U m u m T a t a 

Naskah D inas , Ke tentuan lebih lanjut mengenai 

keb i jakan T a t a Naskah D inas di l ingkungan Lembaga 

Negara dan Pemer intahan Daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) d iatur oleh p impinan Lembaga 

Negara a t au Kepa la Daerah ; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud da lam h u r u f a , dan h u r u f b, per lu 

menetapkan Peratursm B u p a t i tentang Pedoman T a t a 

Naskah D inas di L ingkungan Pemer intah Daerah . 

< 

Mengingat : 1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasa r Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2007 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Gorontalo U ta ra di Provinsi 
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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

a. bahwa dalam rangka menciptakan arsip pelaksanaan 

tugas pemerintahan yang autentik, terpercaya, 

memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, 

perlu membentuk pedoman Tata Naskah dinas yang 

mengedepankan kemudahan, ketertiban, kepastian, 

dan efektivitas atas penyelenggaraan Tata Naskah 

dinas: 

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 

ayat (3) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata 

Naskah Dinas, Ketentuan lebih lanjut mengenai 

kebijakan Tata Naskah Dinas dilingkungan Lembaga 

Negara dan Pemerintahan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur oleh pimpinan Lembaga 

Negara atau Kepala Daerah, 

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

Republik Indonesia Tahun 1945, 

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi 

Kadis GKPD 
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Gorontalo (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2007 Nomor 13, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4687 ) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 43 T a h u n 2009 tentang 

Kears ipan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2009 Nomor 152, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 5071) : 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah, t e rakhi r 

dengan Undang-Undoing Nomor 6 T a h u n 2023 tentang 

Penetapan Pera turan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 T a h u n 2022 tentang C ip ta Ker ja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2022 Nomor 4 1 , T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6856) ; 

5. Pe ra turan Menteri D a l a m Negeri Nomor 1 T a h u n 2023 

tentang T a t a Naskah D inas di L ingkungan Pemer intah 

Daerah ( Be r i t a Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2023 

nomor 144 ); 

6. Pera turan Ars ip Nasional Nomor 5 T a h u n 2 0 2 1 tentang 

PedomanUmum T a t a Naskah D inas (Ber i ta Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2 0 2 1 Nomor 758) ; 

7. Pe ra turan Daerah Kabupaten Gorontalo U ta ra Nomor 1 

T a h u n 2019 tentang Penyelenggaraan Kears ipan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo U ta ra T a h u n 

2019 Nomor 1, T a m b a h a n Lembaran Daerah 

Kabupaten Gorontalo U ta ra Nomor 239) . 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N B U P A T I T E N T A N G PEDOMAN TATA 

NASKAH DINAS D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H 

D A E R A H . 

i 

Menetapkan 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4687), 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 507 1) : 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

nomor 144 ), 

6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

PedomanUmum Tata Naskah Dinas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758), 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 

2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 239). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA 

NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

DAERAH. 
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B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

D a l a m Pera turan B u p a t i in i , yang d imaksud dengan: 

1. T a t a Naskah D inas ada lah pengaturan tentang j en is , 

s u s u n a n dan bentuk, pembuatan, pengamanan, manan , 

pejabat penandatanganan, dein pengendalian yang 

diguneikan da lam komun ikas i ked inasan; 

2. Naskah D inas ada lah informasi tertul is sebagai sdat 

komun ikas i ked inasan yang dibuat dan / a tau di ter ima 

olehpejabat yang berwenang di l ingkungan Lembaga 

Negara dan Pemer intahan Daerah da lam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan; 

3 . Naskah D inas yang diselenggarakan secara elektronik 

ada lah informasi yang d i rekam da lam media elektronik 

sebagai alat komun ikas i ked inasan, yang dibuat 

dan/a tau diter ima oleh pejabat/pimpinan yang 

berwenang di L ingkungan Pemerintah Daerah . 

4. T a n d a Tangan E lek t ron ik ada lah tanda tangan yang 

terdir i a tas informasi elektronik yang d i lekatkan, 

terasosiasi , a t a u terkait dengan informasi elektronik 

l a innya yang d igunakan sebagai a lat ver i f ikasi dan 

autent iv ikas i ; 

5. Format ada lah n a s k a h d inas yang menggambarkan tata 

letak dan redaksional , ser ta penggunaan lambang/logo 

dan cap d inas; 

6. Kop n a s k a h d inas ada lah kop sura t yang menun jukan 

j aba tan a tau n a m a OPD Tertentu yang d i tempatkan 

dibagian atas ker tas ; 

7. Penandatanganan n a s k a h d inas ada lah hak, kewaj iban 

dan tanggung j awab yang ada pada seorang pejabat 

u n t u k menandatangani n a s k a h d inas sesua i dengan 

tugas dan kewenangan pada j aba tannya ; 

8. Stempel/cap d inas ada lah tanda identitas dar i s u a t u 

j aba tan a t au OPD; 

Kad i s D K P D As i s t en Pemer in tahan 86 K e s r a Seke r ta r i s Dae rah 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1: Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, 

susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, manan, 

pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang 

digunakan dalam komunikasi kedinasan, 

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 

komunikasi kedinasan yang dibuat dan / atau diterima 

olehpejabat yang berwenang dilingkungan Lembaga 

Negara dan Pemerintahan Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, 

Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik 

adalah informasi yang direkam dalam media elektronik 

sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat 

dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang 

berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang 

terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, 

terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik 

lannya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 

autentivikasi, 

Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata 

letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo 

dan cap dinas, 

Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan 

jabatan atau nama OPD Tertentu yang ditempatkan 

dibagian atas kertas, 

Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban 

dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat 

untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan 

tugas dan kewenangan pada jabatannya, 

Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu 

jabatan atau OPD, 

Kadis ae“ Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Mae Dera 
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9 . Kop S a m p u l D inas ada lah Kop sura t yang menun jukan 

j aba tan a t au n a m a OPD tertentu yang ditempatkam 

dibagian atas sampu l n a s k a h ; 

10. Pemerintah Daerah ada lah peneyelenggaraan u r u s a n 

pemer intahan oleh Pemer intah daerah dan Dewan 

perwaki lan Rakya t Daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan s is tem dan pr ins ip 

Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia sebagaimana 

d imaksud da lam Undang-Undang Dasa r Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1945. 

1 1 . Pemerintah Daerah ada lah kepeda daerah sebagai u n s u r 

penyelenggara Pemerintahem Daerah yang memimpin 

peleiksanaan u r u s a n pemer intahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonomi; 

12. Kepa la daerah ada lah Bupa t i Gorontalo U ta ra . 

13. Wak i l Kepa la daerah ada lah Wak i l B u p a t i Gorontalo 

Utara ; 

14. Kapupaten ada lah kabupaten Gorontalo Utara ; 

15. Sekretar is Daerah ada lah Sekretar is daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara ; 

16. Lembaga Keras ipan ada lah lembaga yang memi l ik i 

fungsi, tugas, dan tanggung j awab di bidang 

pengelolaan Ars ip Stat is dan pembinaan keras ipan. 

17. Lembaga Keras ipan Daerah yang se lan jutnya 

disingkat L K D ada lah sa tuan ker ja perangkat daerah 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang memi l ik i 

fungsi, tugas, dan tanggung j awab di bidang pengelolaan 

Ars ip Stat is dan pembinaan kears ipan . 

18. Perangkat daerah ada lah u n s u r pembantu kepa la 

daerah dalcim penyelenggaraan pemerintah daerah 

yang terdiri dar i sekretar i t daerah, sekretar iat D P R D , 

d inas daerah,lembaga teknis daerah, kecamatan, dan 

lembaga Ia in ; 

19. Organisas i Perangkat Daerah se lan jutnya disingkat OPD 

ada lah organisasi perangkat daerah di l ingkungan 

Pemerintah Kabupaten Gorontalo U ta ra ; 

K a d i s D K P D Kabag H u k u m As i s t en Pemer in tahan & K e s r a S e k e r t a r i a ^ a e r a h 
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23 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19, 

Kop Sampul Dinas adalah Kop surat yang menunjukan 

jabatan atau nama OPD tertentu yang ditempatkan 

dibagian atas sampul naskah, 

Pemerintah Daerah adalah peneyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan 

perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonomi, 

Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo Utara. 

Wakil Kepala daerah adalah Wakil Bupati Gorontalo 

Utara, 

Kapupaten adalah kabupaten Gorontalo Utara, 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara, 

Lembaga Kerasipan adalah lembaga yang memiliki 

fangsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang 

pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan kerasipan. 

Lembaga  Kerasipan Daerah yang selanjutnya 

disingkat LKD adalah satuan kerja perangkat daerah 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki 

fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan 

Arsip Statis dan pembinaan kearsipan. 

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala 

daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 

yang terdiri dari sekretarit daerah, sekretariat DPRD, 

dinas daerah,lembaga teknis daerah, kecamatan, dan 

lembaga lain, 

Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD 

adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, 

Kadis DKP Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra SekertarjgSaerah 
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20. Uni t pe laksana teknis daerah se lanjutnya disebut U P T 

ada lah u n s u r pe laksana teknis operasional d inas 

a tau badan u n t u k me l aksanakan sebagian u r u s a n d inas 

a tau badan; 

2 1 . Kewenanggm ada lah k e k u a s a a n yang melekat pada 

s u a t u j aba tan ; 

22 . Delegadi ada lah pe l impahan wewenang dan tanggung 

j awab dar i pejabat kepada pejabat a t a u 

Pejabat d ibawahnya; 

2 3 . Mandat ada lah pe l impahan wewenang yang d iber ikan 

oleh a tasan kepada bawahan u n u t u k m e l a k u k a n s u a t u 

tugas tertentu atas n a m a yang memberi mandat ; 

24 . Pera turan daerah ada lah n a s k a h d inas da lam benyuk 

dan s u s u n a n produk h u k u m yang bersifat pengaturan 

ditetapkan oleh kepa la daerah setelah mendapat 

persetujuan bersama Dewan Perwak i lan Rakya t Daerah 

u n t u k mengatur u r u s a n otonomi daerah dan tugas 

pembantuan; 

25 . Pera turan Bupa ta i ada lah n a s k a h d inas da lam bentuk 

dan s u s u n a n produk h u k u m yang bersifat pengaturan 

di tetapkan oleh B u p a t i Gorontalo Utara ; 

26 . Pera turan D P R D ada lah per turan yang dietetapkan 

oleh P impinan D P R D ; 

27 . Pera turan bersama ada lah n a s k h d inas da lam bentuk 

dan s u s u n a n produk h u k u m yang bersifat pengaturan 

ditetapkan oleh d u a a t a u lebih Kepa la Daerah ; 

28 . Kepu tusan B u p a t i adaa lah n a s k a h da lam bentuk dan 

s u s u n a n produk h u k u m yang bersifat penetapan, 

individual jkongkrit dan f inal ; 

29 . Kepu tusan D P R D ya i tu produk h u k u m da lam bentuk 

yang bersifat penetapan menetapkan has i l rapat 

p a r i p u m a D P R D ; 

30. Kepu tusan P imp inan D P R D ya i tu produk h u k u m da lam 

bentuk penetapan u n t u k menetapsikn has i l 

Rapat p impinan D P R D ; 

i 
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20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29, 

30. 

Unit pelaksana teknis daerah selanjutnya disebut UPT 

adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas 

atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas 

atau badan, 

Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada 

suatu jabatan, 

Delegadi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung 

jawab dari pejabat kepada pejabat atau 

Pejabat dibawahnya, 

Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan 

oleh atasan kepada bawahan unutuk melakukan suatu 

tugas tertentu atas nama yang memberi mandat, 

Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam benyuk 

dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan 

ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat 

persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan, 

Peraturan Bupatai adalah naskah dinas dalam bentuk 

dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan 

ditetapkan oleh Bupati Gorontalo Utara, 

Peraturan DPRD adalah perturan yang dietetapkan 

oleh Pimpinan DPRD, 

Peraturan bersama adalah naskh dinas dalam bentuk 

dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan 

ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah, 

Keputusan Bupati adaalah naskah dalam bentuk dan 

susunan produk hukum yang bersifat penetapan, 

individual,kongkrit dan final, 

Keputusan DPRD yaitu produk hukum dalam bentuk 

yang bersifat penetapan menetapkan hasil rapat 

paripurna DPRD, 

Keputusan Pimpinan DPRD yaitu produk hukum dalam 

bentuk penetapan untuk menetapakn hasil 

Rapat pimpinan DPRD: 
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3 1 . Kepu tusan B a d a n Kehormatan D P R D ya i tu produk 

h u k u m da lam rangka penjatuhan s a n k s i kepada 

anggota D P R D ; 

32 . I n s t r u k s i B u p a t i ada lah n a s k a h d inas yang ber is ikan 

per intah dar i B u p a t i kepada bawahan u n t u k 

me l aksanakan tugas-tugas pemer imtahan; 

33 . Kepu tusan kepa la OPD ada lah n a s k a h dinas da lam 

bentuk dan s u s u n a n produk h u k u m yang bersifat 

penetapan, indiv idual , konkr i t dan f inal; 

34. Sura t E d a r a n ada lah n a s k a h d inas 

pemberi tahuan,penje lasan dan a t au petunjuk c a r a 

me l aksanakan h a l tertentu yang dianggap penting dan 

mendesak; 

35 . Su ra t b iasa adgdah n a s k a h D inas yang beris i 

pember i tahun, pertanyaan, permintaan j awaban a tau 

sasa ran dan sebagainya; 

36. S u r a t Keterangan ada lah n a s k a h d inas yang beris i 

p emya taan tertul is dar i pejabat sebagai tanda buk t i 

u n t u k menerangkan a t au menje laskan kebenaran 

s u a t u ; 

37 . Su ra t Per intah ada lah n a s k a h d inas dar i a t asan yang 

d i tun juk kepada bawahan yang beris i per intah u n t u k 

me l aksanakan peker jaaan tertentu; 

38 . Su ra t Tugas ada lah n a s k a h d inas dar i a t asan yang 

d i tu jukan kepada bawahan yang ber is i perintaih u n t u k 

me l aksanakan pekerjaan sesua i dengan tugas dan 

fungsinya; 

39 . Su ra t I z in ada lah n a k a h d inas yang berisi pers tu juan 

terhadap s u a t u permohonan yang d ike luarkan 

terhadap s u a t u permohonan yang d ike lurkan oleh 

pejabat yang berwenang; 

40 . Su ra t Perjanj ian ada lah n a s k a h d inas yang ber is i 

kesepgikatan bersama an ta ra dua p ihak a t au lebih 

u n t u k me l aksanakan t indakan a tau perbuatan h u k u m 

yang te lah disepakat i bersama; 

4 1 . Su ra t Per intah Per ja lanan D inas ada lah n a s k a h d inas 

dar i pejabat yang berwenang kepada bawahan a t au 
i 
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31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

Keputusan Badan Kehormatan DPRD yaitu produk 

hukum dalam rangka penjatuhan sanksi kepada 

anggota DPRD, 

Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan 

perintah dari Bupati kepada bawahan untuk 

melaksanakan tugas-tugas pemerimtahan, 

Keputusan kepala OPD adalah naskah dinas dalam 

bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat 

penetapan, individual, konkrit dan final, 

Surat Edaran adalah naskah dinas 

pemberitahuan,penjelasan dan atau petunjuk cara 

melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan 

mendesak, 

Surat biasa adalah naskah Dinas yang berisi 

pemberitahun, pertanyaan, permintaan jawaban atau 

sasaran dan sebagainya, 

Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi 

pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti 

untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran 

suatu, 

Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang 

ditunjuk kepada bawahan yang berisi perintah untuk 

melaksanakan pekerjaaan tertentu, 

Surat Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang 

ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya, 

Surat Izin adalah nakah dinas yang berisi perstujuan 

terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan 

terhadap suatu permohonan yang dikelurkan oleh 

pejabat yang berwenang, 

Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi 

kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih 

untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum 

yang telah disepakati bersama, 

Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas 

dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau 
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pejabat tetentu u n t u k me l aksanakan per ja lanan 

d inas ; 

4 2 . Su ra t K u a s a ada lah n a s k a h d inas dar i pejabat yang 

berwenag kepada bawahan ber is i pemberian 

wewenang dengan atas namanya u n t u k me l akukan 

s u a t u t indakan tertentu da lam rangka ked inasan; 

4 3 . Sura t Undangan ada lah n a s k a h d inas dar i pejabat 

yang berwenang beris i undanggm kepada pejabat 

pegawai yang tersebut pada a lamat tu juan u n t u k 

menghadir i s u a t u a c a r a ked inasan; 

44 . Su ra t Keterangan Me laksanakan Tugas ada lah 

n a s k a h d inas dar i pejabat yang berwenang beris i 

pemya taan bahwa seorang pegawai te lah menjgdankgm 

tugas; 

4 5 . S u r a t Penggilan ada lah n a s k a h d inas dar i pejabat 

ygmg berwenang ber is i panggilan kepada seorang 

pegawai u n t u k menghadap; 

46 . Nota D inas ada lah n a s k a h d inas bersifat interna l 

ber is i k omun ikas i ked inasan antar pejabat a t au dar i 

kepada bawahan dan dar i bawahan kepada a tasan ; 

47 . Nota pengajuan konsep n a s k a h d inas ada lah n a s k a h 

d inas u n t u k menyampa ikan konsep n a s k a h d inas 

kepada a tasan ; 

48 . Lembar Disposis i ada lah naskeih d inas dar i pejabat 

yang berwenang ber is i petunjuk tertul is kepada 

baweihem; 

49 . Te laah Steif adeilah n a s k a h dar i bawahan kepada 

a tasan an ta ra la in berisi anedisis pert imbangan, 

pendapat dem sarein-seiran secara s istematis ; 

50. Pengumumem ada lah n a s k a h d inas dar i pejabat yemg 

berwenang berisi pember i tahuan yang bersifat u m u m ; 

5 1 . Laporan ada lah n a s k a h d inas dar i bawahan kepada 

a tasan yang berisifat informasi dem 

pertemggungjawaban tentang pelaksemaan tugas 

ked inasan; 

52. Rekomendasi adaleih n a s k a h d inas dar i pejabat yemg 

berwenang beris i keterangan a t au catatan tantang 
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42. 

43. 

44. 

453. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

S1. 

52. 

pejabat  tetentu untuk melaksanakan perjalanan 

dinas, 

Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang 

berwenag kepada bawahan berisi pemberian 

wewenang dengan atas namanya untuk melakukan 

suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan, 

Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat 

yang berwenang berisi undangan kepada pejabat 

pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk 

menghadiri suatu acara kedinasan, 

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah 

naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 

pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan 

tugas, 

Surat Penggilan adalah naskah dinas dari pejabat 

yang berwenang berisi panggilan kepada seorang 

pegawai untuk menghadap, 

Nota Dinas adalah naskah dinas bersifat internal 

berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari 

kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan, 

Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah 

dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas 

kepada atasan, 

Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat 

yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada 

bawahan, 

Telaah Staf adalah naskah dari bawahan kepada 

atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, 

pendapat dan saran-saran secara sistematis, 

Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum, 

Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada 

atasan yang berisifat informasi dan 

pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas 

kedinasan, 

Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang berisi keterangan atau catatan tantang 
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se s u a t u h a l yang dapat d i jadikan bahan 

pert imbangan ked inasan; 

53 . Su ra t pengantar ada lah n a s k a h ber is i j en i s dan 

j u m l a h barang yang berfungsi sebagai tanda ter ima; 

54. Telegram ada lah n a s k a h d inas dar i pejabat yang 

berwenang berisi h a l tertentu yang d ik i r im mela lu i 

te lekomunikas i elektronik; 

55 . Lembaran Daerah ada lah Naskah d inas u n t u k 

mengundangkan pera turan daerah; 

56. Ber i ta Acara ada lah Naskah D inas yang ber is i 

keteremgan atas se s u a t u h a l yang di tandatangani 

oleh pa ra p ihak; 

57 . Notulen ada lah n a s k a h d inas yang memuat catatan 

proses s idang a t au rapat; 

58. Memo ada lah n a s k a h d inas dar i pejabat yang 

berwenang beris i catattm tertentu; 

59 . Daftar hadir ada lah d inas dar i pejabat pejabat 

berwenang yang ber is i keterangan atas kehad i ran 

seseorang; 

60. Piagam ada lah n a s k a h d inas dar i pejabat yang 

berwenang beris i penghargaan atas prestas i yamg 

te lah dicapai a t au kete ladanan yang telah 

d iwujudkan; 

6 1 . Su ra t tanda tamat Pendid ikan dan Pe lat ihan dis ingkat 

S T T P L adalah n a s k a h d inas yang merupeikan tanda 

buk t i seseorang te lah l u l u s pendid ikan dan pelat ihan 

tertentu; 

62 . Sert i f ikat ada lah n a s k a h d inas yang merupakan tanda 

buk t i sesorang te lah mengikut i kegiatan tetentu; 

63 . Perubahan ada lah merubah a t a u meny is ipkan s u a t u 

n a s k a h dinas; 

64. Pencabutan ada lah s u a t u pemya taan t idak 

ber lakunya s u a t u n a s k a h d inas sejak ditetapkan 

pencabutan tersebut; 

65 . Pembatalan ada lah pemya taan bahwa s u a t u n a s k a h 

dinas dianggap t idak p e m a h d ike luarksm; 
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sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan kedinasan, 

53. Surat pengantar adalah naskah berisi jenis dan 

jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima, 

54. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui 

telekomunikasi elektronik, 

55. Lembaran Daerah adalah Naskah dinas untuk 

mengundangkan peraturan daerah, 

56. Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi 

keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani 

oleh para pihak, 

57. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan 

proses sidang atau rapat, 

58. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang berisi catatan tertentu, 

59. Daftar hadir adalah dinas dari pejabat pejabat 

berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran 

seseorang, 

60. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang 

telah dicapai atau keteladanan yang telah 

diwujudkan, 

61. Surat tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat 

STTPL adalah naskah dinas yang merupakan tanda 

bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan 

tertentu: 

62. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda 

bukti sesorang telah mengikuti kegiatan tetentu, 

63. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu 

naskah dinas: 

64. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak 

berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan 

pencabutan tersebut, 

65. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah 

dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan, 
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B A B I I 

J E N I S , SUSUNAN, DAN B E N T U K N A S K A H DINAS 

Bag ian Kesa tu 

U m u m 

Pasa l 2 

J e n i s Naskah D inas terdir i a tas : 

a . Naskah D inas a r a h a n ; 

b. Naskah D inas korespondensi ; dan 

c. Naskah D inas k h u s u s . 

Bag ian K e d u a 

Naskah D inas A r a h a n 

Pasa l 3 

Naskah D inas a r a h a n sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 2 

h u r u f a terdir i a tas : 

a . Naskah D inas pengaturan 

b. Naskah D inas penetapan; dan 

c. Naskah D inas penugasan. 

Pasa l 4 

Naskah D inas pengaturan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 

h u r u f a terdiri a tas : 

a . Perda; 

b. Perkada; dan 

c. Pera turan D P R D . 

Pasa l 5 

Naskah D inas penetapan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 

h u r u f b terdiri atas: 

a . Kepu tusan Kepa la Daerah ; 

b. Kepu tusan D P R D ; 

c. Kepu tusan P impinan D P R D ; dan 

d. Kepu tusan B a d a n Kehormatan D P R D 

Pasa l 6 

S u s u n a n dan bentuk Naskah D inas pengaturan sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 4 dan N a s k a h D inas penetapan 
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BAB II 

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 2 

Jenis Naskah Dinas terdiri atas: 

a. Naskah Dinas arahan, 

b. Naskah Dinas korespondensi, dan 

c. Naskah Dinas khusus. 

Bagian Kedua 

Naskah Dinas Arahan 

Pasal 3 

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a terdiri atas: 

a. Naskah Dinas pengaturan 

b. Naskah Dinas penetapan, dan 

c. Naskah Dinas penugasan. 

Pasal 4 

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a terdiri atas: 

a. Perda, 

b. Perkada: dan 

c. Peraturan DPRD. 

Pasal 5 

Naskah Dinas penctapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b terdiri atas: 

a. Keputusan Kepala Daerah, 

b. Keputusan DPRD, 

c. Keputusan Pimpinan DPRD, dan 

d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD 

Pasal 6 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan 

P3 
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sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 5 d ia tur sesua i dengan 

ketentuan pera turan perundang-undangan. 

I Pasa l 7 

(1) Naskah D inas penugasan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 

h u r u f c terdir i a tas : 

a . sura t per intah; 

b. sura t tugas; dan 

c. sura t per ja lanan d inas . 

(2) Su ra t perinteih sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a ber is i 

per intah dar i a tasan kepada bawahan u n t u k me l aksanakan 

peker jaan tertentu di l ua r tugas dan fungsi. 

(3) Su ra t tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b ber is i 

tugas dar i a tasan kepada bawahan u n t u k me l aksanakan 

per intah pekerjaan sesua i dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Su ra t per ja lanan d inas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

h u r u f c merupakan dokumen yang di terbi tkan oleh Pengguna 

Anggaran a t au K u a s a Pengguna Anggaran da lam rangka 

pe laksanaan per ja lanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, 

pegawai t idak tetap, dan p ihak l a in . 

Pasa l 8 

S u s u n a n dan bentuk Naskah D inas penugasan sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 7 ayat (1) t e rcantum da lam Lamp i ran yang 

merupakan bagian t idak t e rp i sahkan dar i Pera turan B u p a t i in i . 

' Bag ian Ketiga 

Naskah D inas Korespondensi 

j Pasa l 9 

Naskah D inas korespondensi sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 2 h u r u f b, terdir i a tas : 

a . korespondensi internal ; dan 

b. korespondensi ek s t ema l 

' Pasa l 10 

Naskah D inas korespondensi i n t e m a l sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 9 h u m f a , terdir i a tas : 

a . nota d inas ; 

b. memo; dan 

c. disposisi . 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

(1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf c terdiri atas: 

(2) 

(3) 

(4) 

a. surat perintah, 

b. surat tugas, dan 

Cc. surat perjalanan dinas. 

Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi 

perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan 

pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi. 

Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi 

tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan 

perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka 

pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, 

pegawai tidak tetap, dan pihak lain. 

Pasal 8 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 

Naskah Dinas Korespondensi 

Pasal 9 

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf b, terdiri atas: 

a. korespondensi internal, dan 

b. korespondensi eksternal 

Pasal 10 

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas: 

a. nota dinas, 

b. memo: dan 

c. disposisi. 
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i Pasa l 11 

Nota D inas sebagaimana d imaksud dalam Passil 10 h u r u f a 

merupakan s a r a n a komun ikas i ked inasan antar pejabat a t au dar i 

a t asan kepada bawahan a t au dar i bawahan kepada a t a san di 

l ingkungan in t ema l Perangkat Daerah . 

Memo sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 10 h u r u f b ber is i 

informasi ked inasan yang bersifat mengingatkan s u a t u masa lah , 

menyampa ikan a rahan , peringatan, a t a u pendapat yang dibuat 

oleh atasEin kepada bawahannya . 

Disposis i sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 10 h u m f c 

m e m p a k a n petunjuk tertul is s ingkat dar i a tasan kepada 

bawahan mengenai t indak lanjut/tanggapan terhadap Naskah 

D inas masuk . 

' Pasa l 12 

S u s u n a n dan bentuk Naskah D inas korespondensi i n t ema l 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 10 tercantum da lam 

Lamp i ran yang m e m p a k a n bagian t idak te rp isahkan dar i 

Pera turan B u p a t i in i . 

Pasa l 13 

Naskah D inas korespondensi eks t ema l sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 9 h u m f b d i s u s u n da lam bentuk sura t 

d inas . ^ 

S u s u n a n dan bentuk Naskah D i n a s korespondensi 

eks t ema l t e rcantum da lam Lamp i ran yang m e m p a k a n bagian 

t idak t e rp isahkan dar i Pe ra turan B u p a t i i n i . 

Bag ian Keempat 

Naskah D inas K h u s u s 

Pasa l 14 

Naskah D inas k h u s u s sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 2 

h u m f c, terdir i a tas : 

a . i n s t m k s i ; 

b. sura t edargm; 

c. sura t k u a s a ; 

d. berita acara ; 

e. sura t keterangan; 

f. sura t pengantar; 
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(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

Pasal 11 

Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a 

merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari 

atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di 

lingkungan internal Perangkat Daerah. 

Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berisi 

informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, 

menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat 

oleh atasan kepada bawahannya. 

Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c 

merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada 

bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah 

Dinas masuk. 

Pasal 12 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 

Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk surat 

dinas. 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi 

eksternal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 

Naskah Dinas Khusus 

Pasal 14 

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf c, terdiri atas: 

a. instruksi, 

b. surat edaran: 

surat kuasa, 

»
 

berita acara, 

p surat keterangan, 

surat pengantar, 
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g- pengumuman; 

n . laporan; 

i . t e laanan sta i ; 

j - notu ian, 

k . sura t undangan; 

1. sura t pemyataan me laksanakan tugas; 

m. Surat pan^^uai i , 

11* 

O. lembarsin daerah: 

hprit^j dfiprfih' 
••-/k.'X X L C 4 . V X C X V . ' X C X X X y 

q- reKomenaasi , 

T, rduiogrcuii, 

S. sura t tanda tamat pendidikan dan pelat ihan; 

t. serti f ikat; 

U, piagam; dan 

V. su ra t perjanj ian. 

Pasa l 15 

(1) I n s t m k s i sebagaimana d imaksud dalgim Pasa l 14 h u m f a ber is i 

per in tah/arahan Kepa la Daerah sesua i dengan ketentuan 

pera turan pemndang-undangan. 

(2) Sura t edaran sebagaimana d imaksud da lam Pased 14 h u m f b 

beris i pember i tahuan, penjelasan, dan/a tau petunjuk c a r a 

me l aksanakan h a l tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 

(3) Su ra t k u a s a sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 h u r u f c 

ber is i pemberian k u a s a kepada p ihak l a in dengan atas Namanya 

u n t u k me l akukan s u a t u t indakan tertentu da lam rangka 

ked inasan sesua i pera turan pemndang- undangan. 

(4) Be r i t a aca ra sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 h u m f d 

ber is i pemyataan pe laksanaan kegiatan pada w a k t u dan tempat 

tertentu yang ditandatangani oleh pa ra p ihak. 

(5) Su ra t keterangan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 h u m f e 

ber is i penjelasem subjek dan objek u n t u k kepentingan 

ked inasan / tertentu. 

(6) Su ra t pengantar sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 h u m f f 

ber is i informasi yang d igunakan u n t u k menyampedkan barang 

a t a u n a s k a h . 
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ga pengumuman, 

h. laporan, 

ii  telaahan staf, 

j. notulan, 

k. surat undangan, 

Il. | surat pernyataan melaksanakan tugas, 

m. surat panggilan, 

n. surat izin, 

Oo lembaran daerah, 

p. berita daerah, 

g- rekomendasi, 

r radiogram, 

p surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, 

sertifikat, u
i
 

. 

piagam, dan 

s
s
 

surat perjanjian. 

Pasal 15 

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berisi 

perintah/arahan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b 

berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara 

melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 

(3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c 

berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas Namanya 

untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka 

kedinasan sesuai peraturan perundang- undangan. 

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d 

berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat 

tertentu yang ditandatangani oleh para pihak. 

(5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e 

berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan 

kedinasan/tertentu. 

(6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f 

berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang 

atau naskah. 
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(7) Pengumuman sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 h u r u f g 

ber is i pember i tahuan yang bersifat u m u m dar i pejabat yang 
I 

berwenang. 

(8) Laporan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 h u r u f h ber is i 

pember i tahuan tentang pe laksanaan kegiatan a t au ke jadian 

tertentu. ' 

(9) Te l aahan staf sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 h u r u f i 

berisi ana l i s i s pert imbangan, pendapat, dan sarem secara 

s istematis terhadap se s u a t u permasa lahan yemg per lu penjelasan 

dar i bawahan kepada a tasan . 

(10) Notulen sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 h u r u f j 

me rupakan catatan yang beris i proses s idang a t au rapat. 

(11) Su ra t undangan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 h u r u f k 

ber is i undangan kepada pejabat/pegawai baik di l ingkup in t ema l 

Pemer intah Daerah, m a u p u n p ihak eks t ema l yang tertera 

pada a lamat tujuem u n t u k menghadir i s u a t u aca ra 

ked inasan . i 

(12) Su ra t pemyataan m e l a k s n a k a n tugas sebagimana d imaksud 

da lam Pasa l 14 h u m f 1 beris i p emya taan dar i pejabat yang 

berwenang bahwa seorang pegawai te lah me l aksanakan tugas. 

(13) Su ra t panggilan sebagaimana d imaksud dcdam pasa l 14 h u m f 

m beris i pemanggilan dar i pejabat yang berwenang kepada 

pegawai u n t u k manghadap. 

(14) Su ra t Iz in sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 h u m f n ber is i 

persetujuan terhadap s u a t u permohonan yang d ike luarkan oleh 

pejabat berwenang sesua i dengan ketentuan pera turan 

pemndangan -undangan . 

(15) Lembaran daerah sebagimana dimgiksud da lam pasa l 14 h u m f o 

ber is i penerbitan resmi Pemerintah daerah u n t u k 

mengundangkan Perda. 

(16) Be r i t a daerah sebagimana d imaksud da lam Pasa l 14 h u m f p 

beris i penerbitan resmi Pemer intah Daerah u n t u k 

mengundangkan Perkada dan Pera turan D P R D . 

(17) Rekomendasi sebagimana d imaksud da lam Pasa l 14 h u m f q 

m e m p a k i m n a s k a h dinas ber is i keterangan a tau catatan dar i 

! 
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(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g 

berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang 

berwenang. 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berisi 

pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian 

tertentu. 

Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hurufi 

berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara 

sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan 

dari bawahan kepada atasan. 

Notulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j 

merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat. 

Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k 

berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal 

Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera 

pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara 

kedinasan. 

Surat pernyataan melaksnakan tugas sebagimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf 1 berisi pernyataan dari pejabat yang 

berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas. 

Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf 

m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada 

pegawai untuk manghadap. 

Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berisi 

persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh 

pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan -undangan. 

Lembaran daerah sebagimana dimaksud dalam pasal 14 huruf o 

berisi penerbitan resmi Pemerintah daerah untuk 

mengundangkan Perda. 

Berita daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p 

berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk 

mengundangkan Perkada dan Peraturan DPRD. 

Rekomendasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g 

merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari 
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pejabat yang berwenang tentang h a l yang u n t u k dapat 

dijadiksm bahari pert imbangan ked inasan . 

(18) Radiogram sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 h u r u f r 

me rupakan pesan tertuhs resmi yang d ik i r im mela lu i radio 

naskeih d inas dar i pejabat yang berwenang berisi informasi h a l 

tertentu yang d ik i r im mela lu i te lekomunikas i elektronik. 

(19) Su ra t tanda tamat pendid ikan dan pelat ihan sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 14 h u r u f s merupakan naskeih d inas 

sebagai tanda buk t i ber is i keterangan seseorang telah 

lu lus/meng ikut i pendidikan dan pelat ihan tertentu. 

(20) Sert i f ikat sebagaimema d imaksud da lam Pasa l 14 h u r u f t 

me rupakan n a s k a h d inas sebagai ber is i keterangan tanda buk t i 

seseoremg telah mengikut i program/kegiatan tertentu, emteira 

leiin: penataran, k u r s u s , or ientasi , b imbingan teknis , workshop, 

seminar , dan yang sejenis. 

(21) P iagam sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 h u r u f u 

merupgikan n a s k a h d inas ber is i keterangan penghargaan atas 

prestas i yang te lah dicapai a t au kete ladanim yang te lah 

d iwu judkan oleh perorangan a t au instansi/ lembaga dar i pejabat 

berwenang 

Pasa l 16 

(1) Su ra t perjanj ian sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 h u r u f v 

ber is i kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar 

kedua belah p ihak a t a u lebih u n t u k me l aksanakan tindgikan a t au 

perbuatem h u k u m yang disepakat i bersama. 

(2) S u s u n a n dan bentuk sura t perjanj ian sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d ia tur s esua i dengan ketentuan pera turan 

perundang-undangan. 

Pasa l 17 

Format Naskah D inas k h u s u s sebagedmana d imaksud da lam Pasa l 

14 h u r u f a sampa i dengan h u r u f u te rcantum dsilam Lamp i ran 

yang merupakan bagian t idak te rp isahkan dar i Pe ra turan B u p a t i 

in i . 

Kad i s D K P D As i s t en Pemer in tahan 85 K e s r a 
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(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

pejabat yang berwenang tentang hal yang untuk dapat 

dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. 

Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r 

merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio 

naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal 

tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik. 

Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 huruf s merupakan naskah dinas 

sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah 

lulus/mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu. 

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf t 

merupakan naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti 

seseorang telah mengikuti program/kegiatan tertentu, antara 

lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, 

seminar, dan yang sejenis. 

Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u 

merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaan atas 

prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah 

diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari pejabat 

berwenang 

Pasal 16 

(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v 

berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar 

kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau 

perbuatan hukum yang disepakati bersama. 

(2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 17 

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

1in1. 
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P E M B U A T A N NASKAH DINAS 

Bag ian Kesa tu 

I U m u m 

I Pasa l 18 

Pembuatan Naskab D inas dapat menggunakan: 

a. media r ekam kertas ; a t au 

b. media r ekam elektronik. 

' Pasa l 19 

Pembuatan Naskab D inas dengan media r ekam kertas 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 18 b u r u f a dicetak 

menggunakan ker tas dan d ibububi tandatangem basab. 

i 

! Pasa l 20 

Pembuatan Naskab D inas dengan media r ekam elektronik 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 18 b u r u f b menggunakan: 

a. ap l ikas i u m u m bidang kears ipan d inamis ; a t a u 

b. ap l ikas i pengolab k a t a a tau data. 

Pasa l 2 1 

Pembuatan Naskab D inas sebagaimana d imaksud dedam Pasa l 18 

beris i u n s u r : 

a. kop; , 

b. penomoran; 

c. penggunaan ker tas ; 

d. penggunaan t inta; 

e. j a r a k spas i , j en i s , dan u k u r a n buruf , serta k a t a 

penyambung; 

f. penentuan batas a t a u ruang tepi; 

g. nomor ba laman; 

b. t embusan; 

i . l ampi ran ; 

j . paraf, tanda tangan, dan stempel; 

k. amplop dan map; dan 

1. Naskab D inas babasa asing. 
i 
i 
! 
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PEMBUATAN NASKAH DINAS 

BAB III 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 13 

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan: 

media rekam kertas, atau 

media rekam elektronik. 

a. 

b. 

Pembuatan Naskah Dinas 

sebagaimana 

Pasal 19 

dengan media 

dimaksud dalam Pasal 

menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah. 

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menggunakan: 

a. 

b. 

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

Pasal 20 

aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, atau 

aplikasi pengolah kata atau data. 

berisi unsur: 

a. 

b. 

kop: 

penomoran, 

Pasal 21 

Cc. penggunaan kertas, 

pr
 

0 
t
i
 

penyambung, 

. penggunaan tinta, 

penentuan batas atau ruang tepi, 

. tembusan, 

lampiran, 

. nomor halaman, 

. paraf, tanda tangan, dan stempel, 

. amplop dan map, dan 

Naskah Dinas bahasa asing. 

.jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata 

Kadis DKPD Kabag Hukum Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertg Daerah 
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1 Bag ian Kedua 

Kop 

Pasa l 22 

Kop sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 2 1 b u r u f a terdir i a tas : 

a . kop Naskab D inas j aba tan Kepala Daerab; dan 

b. kop Naskab D inas Perangkat Daerab. 

Pasa l 23 

(1) Kop Naskab D inas j aba tan Kepa la Daerab sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 22 b u r u f a , digunaikan u n t u k Naskab 

D inas yang ditandatangani oleb Kepa la Daerab. 

(2) Kop Naskab D inas j aba tan Kepa la Daerab sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) dapat d igunakan oleb penjabat, penjabat 

sementara, pe laksana tugas, dan pe laksana ba r i an Kepa la Daerab. 

I 

I Pasa l 24 

Kop Naskab D inas Perangkat Daerab sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 22 b u r u f b d igunakan u n t u k Naskab D inas yang 

ditandatangani oleb pejabat berwenang se la in Kepa la Daerab. 

Pasa l 25 

B e n t u k dan u k u r a n kop Naskab D inas sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 22 te rcantum da lam lamp i ran yang merupakan bagian 

t idak terpisabkem dar i Pe ra turan B u p a t i i n i . 

Bag ian Ketiga 

Penomorsm 

Pasa l 26 

Penomoran sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 2 1 b u r u f b d iatur 

sesua i dengan ketentuan pera turan perundang- undangan. 

Bag ian Keempat 

Penggunaan Ker tas 

Pasa l 27 

Penggunaan ker tas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 21 

b u r u f c yang d igunakan da lam penyusunan Naskab D inas 

pengaturan dan Naskab D inas penetapan sesua i dengan ketentuan 

pera turan perundang-undangan. 

Kad i s D K P D K a b a g H u k u m As i s t en Pemer in tahan 85 K e s r a Sekertaj j fkJDaerah 
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Bagian Kedua 

Kop 

Pasal 22 

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf aterdiri atas: 

a. kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah, dan 

b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

Pasal 23 

(1) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah 

Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah. 

(2) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat 

sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah. 

Pasal 24 

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang 

ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Kepala Daerah. 

Pasal 25 

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 

Penomoran 

Pasal 26 

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Bagian Keempat 

Penggunaan Kertas 

Pasal 27 

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas 

pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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i P a sa l 28 

Ker tas yang d igunakan da lam penyusunan Naskah D inas 

penugasan, Naskah D inas korespondensi, dan Naskah D inas 

k h u s u s merupakan ker tas j en i s Houtvrij Schrijfpapier (HVS), 

u k u r a n A4 dengan gramatur piding sedikit 70 ( tujuh puluh) 

gram/m2 kecua l i pada lembaran daergih dan berita daerab. 

i 
i 

' Pasa l 29 

J e n i s , u k u r a n , dan gramatur ker tas yang digunakcin da lam 

pembuatan Naskab D inas k h u s u s d i sesua ikan kebutuban dengan 

memperbat ikan ke tabanan ker tas . 

Bag ian Ke l ima 

Penggunaan T in ta 

I Pasa l 30 

(1) W a m a t inta yang d igunakan da lam penyusunan Naskab D inas 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 2 1 b u r u f d sebagai b e r i k u t : 

a . T i n t a yang d igunakan u n t u k pengetikan berwgima b i tam; 

b. T i n t a yang d igunakan u n t u k penandatanganan dan para f 

berwarna b i ru tua ; 

c. T i n t a stempel yang d i gunakan u n t u k Naskab D inas , b e r w a m a 

ungu ; dan ' 

d. t in ta stempel yang d igunakan u n t u k Naskab D inas bersifat 

rabas ia , b e rwama merab. 

(2) J e n i s t inta yang d igunakan pada Naskab D inas m e m p a k a n t inta 

yang l a m t oleb a i r/t idak l u n t u r a t a u pigment durabrite. 

Bag ian Keenam 

J a r a k Spas i , J e n i s dan U k u r a n H u m f , serta K a t a Penyambung 

1 Pasa l 3 1 

(1) J a r a k spas i pada n a s k a b D inas pengaturan dan n a s k a b D inas 

penetapan sebagsiimana d imaksud da lam Pasa l 3 b u m f a dan b u m f b 

sesua i dengan ketentuan peratursm pemndang-undangan. 

(2) J a r a k spas i pada Naskab D inas se la in n a s k a b D inas pengaturan dan 

Naskab D inas penetapan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b a m s 

memperbat ikan aspek keseras ian dan estet ika. 

Kabag H u k u m As i s t en Pemer in tahan 85 K e s r a Seke r ta r i s D a e r a h 

Pasal 28 

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas 

penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas 

khusus merupakan kertas jenis Houtury Schrijifpapier (HVS), 

ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) 

gram/m2 kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah. 

Pasal 29 

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam 

pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan 

memperhatikan ketahanan kertas. 

Bagian Kelima 

Penggunaan Tinta 

Pasal 30 

(1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sebagai berikut : 

a. Tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam, 

b. Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf 

berwarna biru tua, 

c. Tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna 

ungu, dan 

d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat 

rahasia, berwarna merah. 

(2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta 

yang larut oleh air/tidak luntur atau pigment durabrite. 

Bagian Keenam 

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung 

Pasal 31 

(1) Jarak spasi pada naskah Dinas pengaturan dan naskah Dinas 

penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain naskah Dinas pengaturan dan 

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 

| 
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Pasa l 32 

(1) J e n i s h u r u f pada Naskah D inas pengaturan dan naskeih D inas 

penetapan ya i tu bookman old style dengan u k u r a n 12 (dua belas). 

(2) J e n i s b u r u f dan u k u r a n pada n a s k a b D inas korespondensi dan 

Naskab D inas k h u s u s ya i tu Arial dengan u k u r a n 12 (dua belas). 

Pasa l 33 

(1) K a t a penyambung merupakan k a t a yang d igunakan sebagai t anda 

babwa teks mas ib berlanjut pada ba l aman ber ikut. 

(2) K a t a penyambung sebagaimana d imaksud pada ayat 91) d i tul is pada : 

a . Akb i r setiap ba laman ; 

b. B a r i s teralbir teks di sudut k a n a n bawab ba laman ; dan 

c. K a t a yang diambi l pers is s a m a dar i k a t a pertama ba laman 

ber ikutnya . ' 

(3) Da l am pembuatan Naskab D inas dengan media r ekam elektronik 

t idak mencamtumkan k a t a penyambung. 

Bag ian Ketu jub 

Penentuan B a t a s a t au Ruang Tepi 

i Pasa l 34 

1) Penentuan batas a t au ruang tepi sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 2 1 b u r u f f pada ker tas ber tu juan u n t u k keseras ian dan 

kerap ian da lam penjrusunan Naskab D inas . 

2) Penentuan batas a t au ruang tepi sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) u n t u k Naskab D inas korespondensi dan Naskab D inas k h u s u s 

diatur dengan ketentuem sebagai ber ikut : 

a . ruang tepi a tas : 

1) apabi la menggunakan kop Naskab D inas , 2 ( dua) spas i 

d ibawah kop; dan 

2) apabi la tanpa kop Naskab D inas , pal ing sedikit 2 ( dua) c m 

dar i tepi atas ker tas . 

b. Ruang tepi bawab pal ing sedikit 2,5 ( d u a koma bma) cm dar i tepi 

bawab ker tas ; 

c. Ruang tepi k i r i pal ing sedikit 3 (tiga) c m dar i k i r i ker tas ; dan 

d. R u a n g tepi k a n a n pal ing sedikit 2 ( dua) c m dar i tepi k a n a n 

ker tas . 

Bag ian Kedelapan 
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Pasal 32 

(1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan naskah Dinas 

penetapan yaitu bookman old style dengan ukuran 12 (dua belas). 

(2) Jenis huruf dan ukuran pada naskah Dinas korespondensi dan 

Naskah Dinas khusus yaitu Arial dengan ukuran 12 (dua belas). 

Pasal 33 

(1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda 

bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikut. 

(2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat 91) ditulis pada : 

a. Akhir setiap halaman, 

b. Baris teralhir teks di sudut kanan bawah halaman, dan 

c. Kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman 

berikutnya. 

(3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik 

tidak mencamtumkan kata penyambung. 

Bagian Ketujuh 

Penentuan Batas atau Ruang Tepi 

Pasal 34 

1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan 

kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas. 

2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus 

diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. ruang tepi atas : 

1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 ( dua) spasi 

dibawah kop, dan 

2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 ( dua) cm 

dari tepi atas kertas. 

b. Ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 ( dua koma lima) cm dari tepi 

bawah kertas, 

c. Ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari kiri kertas: dan 

d. Ruang tepi kanan paling sedikit 2 ( dua) cm dari tepi kanan 

kertas. 

Bagian Kedelapan 
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I Nomor H a l a m a n 
i 

• Pasa l 35 

(1) Nomor hals iman sebagaimana d imaksud dsdam Pasa l 2 1 b u r u f g pada 

Naskab D inas menggunakan angka eirab/biasa. 

(2) Nomor ba l aman sebagimana d imaksud pada ayat (1) dalgim n a s k a b 

D inas korespondensi dan n a s k a b D inas k b u s u s d i tempatkan pada 

bagian tengab atas secara s imetr is . 
i 
i i 

Bag ian Kesembi lan 

1 T embusan 

! Pasa l 36 

(1) T embusan sebagaimana d imaksud da lam Pased 2 1 b u r u f b 

d i sampa ikan kepada p ibak yang bersangkutan dan p ibak yang 

dianggap per lu mengetabui i s i surat tersebut. 

(2) T embusan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) yang n a s k a b 

d inasnya ditandatangani oleb pejabat yang mengatasnamakan 

d i sampa ikan kepada pejabat yang d ia tasnamakan . 

(3) T embusan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) yemg n a s k a b 

d inasnya ditandatangani oleb j aba tan p impinan tinggi a tas n a m a 

Kepa la Daerab, d i sampa ikan kepada Kepa la Daerab dan Sekretar is 

Daerab. i 

(4) T embusan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) yang n a s k a b 

d inasnya di tandatangani oleb j aba tan p impinan tinggi a tas n a m a 

Kepa la Daerab berupa sura t tanda tamat pendid ikan dan pelat iban, 

serti f ikat, dan piagam t idak memer lukan tembusan. 

(5) T embusan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berada pada posis i 

bagian k i r i bawab pada Naskab D inas dan d i ikut i t anda baca t i t ik d u a 

(:), t idak diberi garis bawab, ser ta t idak per lu menambabkan k a t a 

sebagai laporan, ars ip , a t au ist i lab sejenis. 
! 

Bag ian Kesepulub 

L a m p i r a n 

I Pasa l 37 

i 

(1) Lamp i r an sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 2 1 b u r u f i 

d i tandatangani oleb pejabat yang s a m a dengan yang 

menandatangani Naskab D inas . 

Nomor Halaman 

Pasal 35 

(1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g pada 

Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa. 

(2) Nomor halaman sebagimana dimaksud pada ayat (1) dalam naskah 

Dinas korespondensi dan naskah Dinas khusus ditempatkan pada 

bagian tengah atas secara simetris. 

Bagian Kesembilan 

Tembusan 

Pasal 36 

(1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h 

disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang 

dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut. 

(2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah 

dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan 

disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan. 

(3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah 

dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama 

Kepala Daerah, disampaikan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris 

Daerah. 

(4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah 

dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama 

Kepala Daerah berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, 

sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan. 

(5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi 

bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua 

(&), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata 

sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis. 

Bagian Kesepuluh 

Lampiran 

Pasal 37 

(1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i 

ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang 

menandatangani Naskah Dinas. 

| 
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(2) D a l a m h a l lampi ran Naskah D inas sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) memi l ik i lebib dar i s a t u ba laman , ba laman ber ikutnya diberi 

nomor sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 35 ayat (1). 

Paraf, t anda tangan, dan stempel sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 2 1 b u r u f j me rupakan bentuk pengabsaban Naskab D inas . 

I Pasa l 39 

(1) Para f sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 38 merupakan tanda 

tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mua tan 

mater i , subs tans i , redaks i , dan pengetikan. 

(2) Para f sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdir i a tas : 

a . paraf b ierark i ; dan 

b. paraf koordinasi . 

(3) Naskab D inas yang konsepnya dibuat oleb pejabat d ibawah 

pejabat penandatangan, terlebib dabu lu diparaf sebelum 

ditandatangani . 

(4) Naskab D inas yang konsepnya dibuat oleb pejabat yang a k a n 

menandatangani Naskab D inas tersebut t idak memer lukan 

paraf. 

(5) F i t u r paraf da lam media r ekam elektronik, berbentuk catatan 

r iwayat Naskab D inas dfdam bas is data sebelum d i l akukan 

penandatanganan oleb pejabat yang berwenang. 

(6) Pembubuhan paraf pada Naski ib D inas penugasan berupa sura t 

per ja lanan d inas d ibububkan pada lembar pertama. 

(1) Para f b ierark i sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 39 ayat (2) 

b u r u f a merupakan paraf pejabat sesua i j en jang j aba tan yang 

d ibububkan da lam bentuk mat r iks . 

(2) Pembubuhan paraf b i e rark i pada Naskab D inas yang 

ditandatangani oleb Kepa la Daerab, Wak i l Kepa la Daerab, 

Sekretar is Daerab, as is ten, sekretar is D P R D , kepala d inas , kepala 

badan, inspektur , dan d i rektur r u m a b sak i t u m u m b a r u s diparaf 

terlebib dabu lu oleb m a k s i m a l tiga orang pejabat secara berjenjang. 

] Bag ian Kesebelas 

Paraf, T a n d a Tangan, dan Stempel 

Pasa l 38 

Pasa l 40 

K a d i s D K P D K a b a g i H u k u m As i s t en Pemer in tahan & K e s r a 

(2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi 

nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). 

Bagian Kesebelas 

Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel 

Pasal 38 

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas. 

Pasal 39 

(1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan tanda 

tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan 

materi, substansi, redaksi, dan pengetikan. 

(2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. paraf hierarki, dan 

b. paraf koordinasi. 

(3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah 

pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum 

ditandatangani. 

(4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan 

menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan 

paraf. 

(S5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan 

riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan 

penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. 

(6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat 

perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama. 

Pasal 40 

(1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) 

huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang 

dibubuhkan dalam bentuk matriks. 

(2) Pembubuhan  paraf hierarki pada Naskah Dinas yang 

ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, 

Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala 

badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum harus diparaf 

terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang. 
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(3) Para f h i e ra rk i pada Naskah D inas penugasan, Naskah D inas 

korespondensi, dan Naskah D inas k h u s u s d i tempatkan pada 

lembar terakbir . 

Pasa l 4 1 

(1) Para f koordinasi sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 39 ayat (2) 

b u r u f b merupakan paraf pejabat sesua i subs tans i tugasnya a tau 

pejabat la in yang terlibat pada masing- mas ing un i t ker ja yang 

berbentuk mat r iks . 

(2) Naskab D inas yang mater inya sal ing berka i tan antar un i t ker ja , 

diparaf oleb un i t pengolab dan un i t l a in yang terkait sebelum 

ditandatEmgani oleb pejabat yang berwenang pada lembar tersikbir. 

Pasa l 42 

(1) Pemberian tanda tangan pada Naskab D inas sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 38 berfungsi sebagai alat autent ikas i dan ver i f ikasi 

a tas identitas penandatangan serta keautent ikan, keterpercayaan, dan 

k eu tuba n informasi . 

(2) T a n d a tangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdir i a tas : 

a . t anda tangan basab; a t au 

b. tanda tangan elektronik. 

(3) Pemberian tanda tangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) d i l a k u k a n oleb pejabat yang berwensmg. 

I 

P asa l 43 

(1) T a n d a tangan basab d igunakan pada Naskab D inas dengan media 

r ekam kertas . i 
(2) T a n d a tangan elektronik d igunakan pada Naskab D inas dengan media 

r ekam elektronik. 

Pasa l 44 

(1) Penu l i san n a m a pejabat yang menandatanggmi Naskcib D inas 

pengaturan dan Naskab D inas penetapan t idak menggunakan gelar. 

(2) Penul i san n a m a pejabat yang menandatangani Naskab D inas 

penugasan, Naskab D inas korespondensi, dan Naskab D inas 

k b u s u s menggunakem gelar, kecua l i piagam, serti f ikat, dan sura t 

t anda tamat pendidikan dan pelat iban. 

K a d i s D K R D As i s t en Pemer in tahan & K e s r a Seker tan j i fpderah 
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(3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas 

korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada 

lembar terakhir. 

Pasal 41 

(1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) 

huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau 

pejabat lain yang terlibat pada masing- masing unit kerja yang 

berbentuk matriks. 

(2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, 

diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir. 

Pasal 42 

(1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi 

atas identitas penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan 

keutuhan informasi. 

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. tanda tangan basah, atau 

b. tanda tangan elektronik. 

(3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 

Pasal 43 

(1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media 

rekam kertas. 

(2) Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media 

rekam elektronik. 

Pasal 44 

(1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas 

pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar. 

(2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas 

penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas 

khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat 

tanda tamat pendidikan dan pelatihan. 

Kadis DKPD KabagjHukum Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertagi Deerah 

AL t 4 LT. 
| ZA



(3) Penu l i san n a m a penandatangan u n t u k pejabat se la in Kepa la Daerab, 

Wak i l Kepa la Daerab, dan Sekretar is Daerab menggunakan gelar, 

nomor induk pegawai dan pangkat/golongan, 

(4) Penu l i san n a m a penandatangan u n t u k penjabat, penjabat sementara, 

pe laksana tugas, dan pe laksana bar i an Kepa la Daerab t idak 

menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan. 

(5) Penu l i san n a m a penandatangan u n t u k penjabat dan pe laksana 

ba r i an Sekretar is Daerab t idak menggunakan gelar, nomor i nduk 

pegawEd, dan pangkat/golongEm. 

' Pasa l 4 5 

Pemberian TEmda TEmgan E lek t ron ik pada Naskab D inas berlEiku 

ke tentuan sebagai ber ikut : 

a . T a n d a TEmgan E lek t ron ik bEirus di tandai da lam s u s u n a n dEm 

bentuk kode quick response yang disertai n a m a pejabat 

penandatangEm dEm nEima j aba tan ; 

b. Naskab D inas dengan TEmda TangEm Elekt ron ik 

d id is t r ibus ikan kepada pibEik yang berbak tanpa ba rus dicetak; 

c. pendis tr ibus ian sebagaimana dimEiksud da lam b u r u f b dapat 

melEdui ap l ikas i u m u m bidang kears ipan d inamis , media dar ing 

a tau media lur ing; dan 

d. menggunakan serti f ikat elektronik yang dibuat oleb 

penyelenggara sert i f ikasi e lektronik Indonesia. 

Pasa l 46 

(1) Stempel d igunakan pada Naskab D inas dengan media rekEim 

ker tas . 

(2) Stempel sebagciimana d imaksud pada ayat ( 1) t idak digunakEm 

pada Naskab D inas media r ekam elektronik; 

Pasa l 4 7 

Stempel terdiri a tas : 

a . Stempel jabatEm Kepa la daerab; 

b. Stempel Perangkat Daerab; 

c. Stempel un i t pe laksana teknis daerEib dan / a t a u badEm 

layanan u m u m daerab ; dan 

d. Stempel pengamanEm Naskab D inas ; 

Kabag H u k u m As i s t en Pemer in tahan 86 K e s r a Sekertajris D a e r a h 
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(3) Penulisan nama penandatangan untuk pejabat selain Kepala Daerah, 

(4) 

(S) 

Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar, 

nomor induk pegawai dan pangkat/ golongan. 

Penulisan nama penandatangan untuk penjabat, penjabat sementara, 

pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah tidak 

menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan. 

Penulisan nama penandatangan untuk penjabat dan pelaksana 

harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk 

pegawai, dan pangkat/ golongan. 

Pasal 45 

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan 

bentuk kode guick response yang disertai nama pejabat 

penandatangan dan nama jabatan, 

b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik 

didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak, 

& pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat 

melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring 

atau media luring, dan 

d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh 

penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. 

Pasal 46 

(1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam 

kertas. 

(2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan 

pada Naskah Dinas media rekam elektronik, 

Pasal 47 

Stempel terdiri atas: 

a. Stempel jabatan Kepala daerah, 

b. Stempel Perangkat Daerah, 

Cc. Stempel unit pelaksana teknis daerah dan / atau badan 

layanan umum daerah : dan 

d. Stempel pengamanan Naskah Dinas, 
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(2) Penyebutan n a m a daerab t idak d i te i j emabkan ke da lam B a b a s a 

asing. 

B A B IV 

PENGAMANAN N A S K A H DINAS 

Pasa l 54 

Pengamanan Naskab D inas pal ing sedikit m e m u a t : 

a . Penentuan kategori k las i f ikas i k eamanan dan akses 

n a s k a b D inas ; 

b. P e r l akuan terbadap n a s k a b D i n a s be rdasrkan k las i f ikas i 

keeimanEin dan akses yang m e l i p u t i : 

1. Pemberian Kode derajat k emanan dan Akses dan 

2. Pemberian nomor ser i pengamanan a t au security 

printing 

Pasa l 55 

D a l a m rangka pengamanan Naskab D inas pada media r ekam 

elektronik, ap l ikas i u m u m bidang kears ipan d inamis memuat 

f i tur pengamanan Naskab D inas 

Pasa l 56 

Kategori k las i f ikas i k e a m a n a n u n t u k Naskab D inas terdir i a tas : 

a . sangat rabas ia ; 

b. rabas ia ; 

c. terbatas; dan 

d. b i asa / terbuka. 

Pasa l 57 

Penentuan t ingkat k las i f ikas i k e a m a n a n sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 56 d i sesua ikan dengan kepentingan dan subs tans i 

Naskab D inas 

Pasa l 58 

( I ) H a k akses terbadap Naskab D inas yang berklas i f ikas i 

sangat rabas ia , rabas ia , dan terbatas b a n y a d iber ikan kepada 

p ibak yang berwenang. 
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(2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa 

asing. 

BAB IV 

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

Pasal 54 

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat : 

a. Penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses 

naskah Dinas, 

b. Perlakuan terhadap naskah Dinas berdasrkan klasifikasi 

keamanan dan akses yang meliputi : 

1. Pemberian Kode derajat kemanan dan Akses dan 

2. Pemberian nomor seri pengamanan atau security 

printing 

Pasal 55 

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam 

elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat 

fitur pengamanan Naskah Dinas 

Pasal 56 

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas: 

a. sangat rahasia, 

b. rahasia, 

C. terbatas: dan 

d. biasa/terbuka. 

Pasal 57 

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi 

Naskah Dinas 

Pasal 58 

(1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi 

sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada 

pihak yang berwenang. 
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(2) H a k akses terhadap N a s k a h D inas yang berklas i f ikas i 

b iasa/ te rbuka diber ikan kepada p ibak terkait . 

Pasa l 59 

(1) Naskab D inas dengan media r ekam ker tas d iber ikan kode 

derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada 

sebelab k i r i a tas Naskab D inas . 

(2) D a l a m hal Naskab D inas yang memi l ik i k las i f ikas i 

k eamanan sangat r abas i a dan rgibasia, menggunakan 

amplop rangkap dua . 

Pasa l 60 

NaskEib D inas dengan media r ekam elektronik yang memi l ik i 

k las i f ikas i k eamanan sangat rabas ia , rabas ia , dan terbatas 

dapat menggunakan sand i tertentu sesua i dengan 

perkembangan teknologi. 

Pasa l 6 1 

Kode derajat k las i f ikas i k e a m a n a n dan akses d iber ikan dengan 

ketentuan sebagai ber ikut : 

a . NaskEib D inas sangat rsibasia d iber ikan kode ' SR ' dengein 

menggunakan t in ta w a m a merab; 

b. Naskab D inas r abas i a d iber ikan kode 'R' 

dengan menggunakan t in ta w a m a merab; 

c. Naskab D inas penting d iber ikan kode T dengan 

menggunakan t in ta b i tam; dan 

d. Naskab D inas b i asa d iber ikan kode ' B ' dengan 

mengguneikEin t in ta b i tam. 

Pasa l 62 

Pemberian nomor ser i pengaman pada Naskab D inas a t a u 

security printing sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 54 b u r u f 

b angka 2 memi l ik i t u juan u n t u k menjamin keautent ikan dan 

keterpercayaan informasi pada Naskab D inas 

Pasa l 63 

Ketentuan mengenai pemberian nomor ser i pengaman a t au 

security printing sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 62 d ia tur 

sesua i dengan ketentuan pera turan pemndang-undangan. 

K a d i s D K P D As i s t en Pemer in tahan fit K e s r a Seker tar i s/ la ieFah 

(2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi 

biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait. 

Pasal 59 

(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode 

derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada 

sebelah kiri atas Naskah Dinas. 

(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi 

keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan 

amplop rangkap dua. 

Pasal 60 

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki 

klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas 

dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan 

perkembangan teknologi. 

Pasal 61 

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode SR' dengan 

menggunakan tinta warna merah, 

b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode R 

dengan menggunakan tinta warna merah, 

&. Naskah Dinas penting diberikan kode 'T' dengan 

menggunakan tinta hitam, dan 

d. Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan 

menggunakan tinta hitam. 

Pasal 62 

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau 

security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf 

b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan 

keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas 

Pasal 63 

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau 

security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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B A B V 

P E J A B A T PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

Pasa l 64 

(1) Kewenangan penandatangEinan Naskah D inas merupakan hak , 

kewaj iban, dan tanggung j awab yang ada pada seorang pejabat 

u n t u k menandatangani Naskah D inas sesua i dengan tugas dan 

kewenangan pada j aba tannya . 

(2) Kewenangan penandatanganan Naskab D inas oleb Kepa la 

Daerab ber laku mutat i s mutand is bagi penjabat, penjabat 

sementara, pe laksana tugas, dan pe laksana ba r i an sesua i 

dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

(3) Ke tentuan mengenai kewenangan penandatanganan Naskab 

D i n a s t e rcantum da lam Lamp i r an yang merupakan bagian t idak 

te rp isahkan dar i Pe ra turan B u p a t i in i . 

Pasa l 65 

(1) Pejabat Pemerintab Daerab dapat me l impahkan kewenangan 

penandatanganan Naskab D inas kepada pejabat di bawabnya . 

(2) Ke tentuan mengenai pe l impahan kewenangan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) t e rcantum da lam Lamp i ran yang 

me rupakan bagian t idak t e rp isahkan dar i Peraturam Bupa t i in i . 

B A B V I 

P E N G E N D A L I A N NASKAH DINAS 

Bag ian Kesa tu 

U m u m 

Pasa l 66 

Pengendalian Naskab D inas mel iput i kegiatan: 

a . pengendalian Naskab D inas m a s u k ; dan 

b. pengendalian Naskab D inas ke luar . 

Bag ian Kedua 

Pengendal ian Naskab D inas M a s u k 

Pasa l 67 

Pengendalian Naskab D inas m a s u k sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 66 b u r u f a d i l aksanakan mela lu i tabapan sebagai 

ber ikut : 

BAB V 

PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

Pasal 64 

(1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat 

untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan 

kewenangan pada jabatannya. 

(2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala 

Daerah berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat 

sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatanganan Naskah 

Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 65 

(1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan 

penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya. 

(2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 66 

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan: 

a. pengendalian Naskah Dinas masuk, dan 

b. pengendalian Naskah Dinas keluar. 

Bagian Kedua 

Pengendalian Naskah Dinas Masuk 

Pasal 67 

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai 

berikut: 
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a. Un i t pener ima menindak lan jut i Naskah D inas yang 

di ter ima dengan c a r a mengagendakan, mengklas i f ikas ikan 

sesua i dengem sifat sura t , dan mend is t r ibus ikan ke un i t 

pengelola. 

b. Un i t pengelola menindak lan jut i s esua i dengan k las i f ikas i 

Naskab D inas dan a r a h a n p impinan; dan 

c. Un i t ta ta u s a b a mengars ipkan Naskab D inas m a s u k . 

Bag ian Ketiga 

Pengendaligm Naskab D inas Kelueir 

Pasa l 68 

(1) Pengendalian Naskab D inas ke luar sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 66 b u r u f b d i l aksanakan mela lu i tabapan 

sebagai ber ikut : 

a . Naskab D inas ke luar yang telab di tandatangani oleb 

pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan 

stempel oleb un i t tata usEiba pada masing-masing un i t 

ker ja ; dan 

b. Naskab D inas ke luar yang teleib selesai diproses 

d ia rs ipkan pada un i t ta ta u s a b a dan un i t pengelola. 

(2) Pengendalian Naskab D inas ke luar l intas instEinsi 

pemerintab a tau p ibak lua r d i l akukan s a t u p in tu mela lu i 

Sekretar iat Daerab. 

(3) U n t u k mempercepat penyampaian tu juan sura t , dapat 

menEimbabkan tanda u n t u k perbat ian yang disingkat u .p . 

d i ikut i n a m a j aba tan yang menindak lan jut i d ibawah n a m a 

j aba tan yang d i tu ju. 

B A B V I I 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa l 69 

(1) Menteri Da l am Negeri dan Kepa la Ars ip Nasional Republ ik 

Indonesia sesua i kewenangannyan m e l a k u k a n pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraem T a t a Naskab D inas di l ingk imgan 

Pemerintab Daerab. 

(2) B u p a t i Goronta lo U t a r a m e l a k u k a n pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan T a t a Naskab D inas di l ingkungan 

Pemerintab Daerab. 

Kabaj I H u k u m As i s t en Pemer in tahan fit K e s r a S e k e r t a M ^ ^ e r a h 

\ c f 

a. Unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang 

diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan 

sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit 

pengelola. 

b. Unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi 

Naskah Dinas dan arahan pimpinan, dan 

c. Unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk. 

Bagian Ketiga 

Pengendalian Naskah Dinas Keluar 

Pasal 68 

(1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalui tahapan 

sebagai berikut: 

a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan 

stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit 

kerja, dan 

b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses 

diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola. 

(2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi 

pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui 

Sekretariat Daerah. 

(3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat 

menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. 

diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama 

jabatan yang dituju. 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 69 

(1) Menteri Dalam Negeri dan Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia sesuai kewenangannyan melakukan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

(2) Bupati Gorontalo Utara melakukan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 
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pos dibagian tengah a tas u n t u k amplop Naskah D inas 

Perangkat Daerab. 

(3) Perbandingan b u r u f pada amplop Naskab D inas Perangkat 

daerab an ta ra tulisEin n a m a Pemerintab Daerab dan tu l i san 

n a m a Perangkat daerab ada lah 3 : 4 dengan menggunakan 

b u r u f Arial. 

Pasa l 5 1 

(1) Map sebagaimana d imaksud da lan Pasa l 2 1 b u r u f k terdir i a tas : 

a . Map Naskab D inas j aba tan ; dan 

b. Map Naskab D inas Perangkat Daerab. 

(2) U k u r a n , bentuk, dan w a r n a map n a s k a b d inas dapat dengan 

kebu tuban sesua i dengan kepentingan tiap Pemerintab 

Daerab. 

Pasa l 52 

(1) Map n a s k a b D inas j aba tan sebagimana dimsiksud da lam Pasa l 

5 1 ayat ( I ) b u r u f a terdir i a tas : 

a . Map Naskab D inas Kepsda Daerab; dan 

b. Map Naskab D inas kepala Perangkat Daerab . 

(2) Map n a s k a b D inas Kepa la daerab sebagaimana d imaksud 

pada ayat ( 1) b u r u f a memuat lambing negara b e r w a m a 

k u n i n g emas dan tu l i san Kepa la daerab menggunakan 

b u m f Arial dengan u k u r a n d i sesua ikan dan di tempatkan 

pada bagian tengab atas secara s imetr is . 

(3) B e n t u k dan s u s u n a n map Naskab D inas Kepeila daerab 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u m f a dan map 

n a s k a b D inas kepala Perangkat daerab sebagaimana 

d imaksud pada ayat 9 1) b u m f b t e rcantum da lam lampi ran 

yang m e m p k a n bagian t idak t e rp i sahkan dar i Pera turan 

B u p a t i in i . 

Bag ian Ketiga belas 

Naskab D inas B a b a s a As ing 

Pasa l 53 

(1) Naskab D inas dapat d i s u s u n da lam B a b a s a as ing denga nada 

format Naskab D inas sebagaimana d iatur da lam Pera turan 

Menteri in i . 

K a d i s D I ^ D As i s t en Pemer in tahan 8s K e s r a S e k e r t a i ^ j ^ a e r a h 
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pos dibagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas 

Perangkat Daerah. 

(3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat 

daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan 

nama Perangkat daerah adalah 3 : 4 dengan menggunakan 

huruf Arial. 

Pasal 51 

(1) Map sebagaimana dimaksud dalan Pasal 21 huruf k terdiri atas: 

a. Map Naskah Dinas jabatan, dan 

b. Map Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

(2) Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat dengan 

kebutuhan sesuai dengan kepentingan tiap Pemerintah 

Daerah. 

Pasal 52 

(1) Map naskah Dinas jabatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 

Slayat( 1) huruf a terdiri atas : 

a. Map Naskah Dinas Kepala Daerah, dan 

b. Map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah. 

(2) Map naskah Dinas Kepala daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a memuat lambing negara berwarna 

kuning emas dan tulisan Kepala daerah menggunakan 

huruf Arial dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan 

pada bagian tengah atas secara simetris. 

(3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Kepala daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map 

naskah Dinas kepala Perangkat daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat 91) huruf b tercantum dalam lampiran 

yang merupkan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Bagian Ketiga belas 

Naskah Dinas Bahasa Asing 

Pasal 53 

(1) Naskah Dinas dapat disusun dalam Bahasa asing denga nada 

format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri ini. 

| 
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Pasa l 48 

B e n t u k dan u k u r a n stempel t e rcantum da lam Lamp i r an yang 

me rupakan bagian t idak t e rp isahkan dar i Pe ra turan B u p a t i 

Gorontalo U ta ra in i . 

Bagiem Kedua belas 

Amplop dan Map 

Pasa l 49 

(1) Amplop n a s k a b D inas terdir i a tas ; 

a . Amplop n a s k a b D inas j a b a t a n Kepa la daerab; dan 

b. Amplop Naskab D inas Perangkat Daerab; 

(2) B e n t u k Amplop n a s k a b D inas yang d i gunakan u n t u k 

pendistr ibus ian Naskab D inas dengan media r ekam kertas 

berbentuk persegi panjang. 

(3) U k u r a n amplop yang d igunakan u n t u k pendistr ibus ian Naskab 

d inas dengan media r ekam kertas dapat d isesuaiksin dengan 

dengan kebu tuban sesueii dengan kepentingan Pemerintab 

Daerab. 

(4) Amplop Naskab D inas j aba tan sebagimana d imaksud pada ayat 

(1) b u r u f a menggunkan ker tas w a r n a put ib. 

(5) Amplop n a s k a b D inas Perangkat Daerab sebagimana d imaksud 

pada ayat (1) b u r u f b menggunakan ket tas w a m a coklat. 

Pasa l 50 

(1) Pada amplop Naskab D inas b a m s d i camtumkan a lamat 

pengirim dan edamat tu juan . 

(2) A lamat pengir im sebagimana d imaksud pada ayat (1) m e m u a t : 

a . Lambing negara b e r w a m a kun ing emas dan n a m a j aba tan 

a lamat yang dilengkapi dengan n a m a kabupaten/kota dan 

n a m a provinsi , nomor telepon, faksimile,pos-el, l aman, dan 

kode pos di bagian tengab a tas u n t u k amplop Naskab 

D inas j a b a t a n Kepa la Daerab. 

b. Logo daerab b e r w a m a dan n a m a Pemerintab daerab, n a m a 

derab yang bersangkutan, alEimat yang dilengkapi dengan 

n a m a kota, nomor telepon, facsimile, pos-el , laman dank ode 

K a b a k H u k r n n As i s t en Pemer in tahan St K e s r a S e k e r t a ^ ^ e r a h 

cL 

Pasal 48 

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

Gorontalo Utara ini. 

Bagian Kedua belas 

Amplop dan Map 

Pasal 49 

(1) Amplop naskah Dinas terdiri atas, 

a. Amplop naskah Dinas jabatan Kepala daerah, dan 

b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah, 

(2) Bentuk Amplop naskah Dinas yang digunakan untuk 

pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas 

berbentuk persegi panjang. 

(3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah 

dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan 

dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah 

Daerah. 

(4) Amplop Naskah Dinas jabatan sebagimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a menggunkan kertas warna putih. 

(5) Amplop naskah Dinas Perangkat Daerah sebagimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b menggunakan kettas warna coklat. 

Pasal 50 

(1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicamtumkan alamat 

pengirim dan alamat tujuan. 

(2) Alamat pengirim sebagimana dimaksud pada ayat (1) memuat : 

a. Lambing negara berwarna kuning emas dan nama jabatan 

alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan 

nama provinsi, nomor telepon, faksimile,pos-el, laman, dan 

kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah 

Dinas jabatan Kepala Daerah. 

b. Logo daerah berwarna dan nama Pemerintah daerah, nama 

derah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan 

nama kota, nomor telepon, facsimile, pos-el,laman dank ode 
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(3) Pembinaan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i m a k s u d k a n 

membantu da lam mels ikukan pembinaan T a t a Naskab D inas 

dengEm mengacu pada PeraturEOi B u p a t i in i . 

B A B V I I I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 70 

P e r a t u r a n B u p a t i GorontEilo UtEira i n i mulEi i ber ls iku p a d a 

tanggEd d i u n d a n g k a n . 

Agar setiap orang mengetEibuinya, memerintEibkEm 

pengundEingan Pera turan B u p a t i GorontEdo U t a r a i n i dengan 

penempatannya da lam Be r i t a Daerab GorontEdo U t a r a . 

D i te tapkan di GorontEdo 

pada tanggal A /vteo«tMfce«. %'>^ 

P j .BUPATI G O R G N T A L O K f A R A , . ' ^ 

S I L A N\ B O T U T I H E 

DiundEmgkan di Gorontalo 

K a d i s D K P D Kabag . H u k u m As i s t en Pemer in tahan & K e s r a Seker ta r i s D a e r a h 
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(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan 

membantu dalam melakukan pembinaan Tata Naskah Dinas 

dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 70 

Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Gorontalo Utara. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 4 Nobepern 202y 

Pj.BUPATI GORONTALO UTARA, y 

SILA NN BOTUTIHE 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal Aftevauper 2ny 

UPATEN GORONTALO UTARA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 NOMOR . 

Pk 
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LAMPIRAN 

P E R A T U R A N K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

NOMOR TAHUN 2024 

T E N T A N G j 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H 

K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 
i 

SUSUNAN DAN B E N T U K NASKAH DINAS, KOP , S T E M P E L , AMPLOP, MAP, 

PARAF , K E W E N A N G A N PENANDATANGANAN DAN PEL IMPAHAN 

K E W E N A N G A N NASKAH DINAS 

i 

1. S u s u n a n dan B e n t u k Naskah D inas 

A. Naskah D inas Penugasan 

1. Sura t Per intah 

BUPATI GORONTALO UTARA 

SURAT PERINTAH 
NOMOR 

i 
Menimbang : a. bahwa 

b. bahwa 

Dasar : 1 

2 

Memberi Perintah 

Kepada : I 
2 
3 
4. dan seteruan5''a. 

Untuk : 1 
2 
3 

4. dan seterusnya. 

Nama Tempat, Tanggal 

BUPATI GORONTALO UTARA 

Nama 

Kad i s D K P D As i s t en Pemer in tahan 86 K e s r a Seke r ta r i ^ D a e r a h 

- y - A -

LAMPIRAN 

PERATURAN KABUPATEN GORONTALO UTARA 

NOMOR TAHUN 2024 

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN GORONTALO UTARA 

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, 

PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN 

KEWENANGAN NASKAH DINAS 

I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas 

A. Naskah Dinas Penugasan 

1. Surat Perintah 

“ 
BUPATI GORONTALO UTARA 

#eenanwan anakan ana na senen ana 

SURAT PERINTAH 

MANA 2 Ai TOMANG Mi mis ani ma enam ama akasia - 
AN BEA TN TEA Ty IN PA Tn 

Dasar NN aa an na akan : 
AN ena TA NA TT NET ATA : 

Memberi Perintah 

Kepada 

Untuk Ae SEN an AA pe ANN SS : 

4. dan seterusnya. 

Nama Tempat, Tanggal 

BUPATI GORONTALO UTARA 

Nama 

, 4 
Kadis DKPD Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra PL 

F4



\ 
i 
1 

2. Su ra t Tugas > 

\ BU RATI GORONTALO UTARA 

j S U R A T T U G A S 

I NOMOR 
i 
i 

D a s a r : 

I MEMERINTAHKAN : 

Kepada : 1. Nazna 

Pangkat/go l : 

NIP : 

J a b a t a n : 

2 . Nama : 

Pangkat/gol : 

NIP : 

J a b a t a n : 

U n t u k : 1 

2 

3 

Nama Tempat, Tanggal 

! BU RATI GORONTALO UTARA 

Nama 

K a d i s D Kabag H u k u m As i s t en Pemer in tahan 8s K e s r a 

3 

. Surat Tugas 

BUPATI GORONTALO UTARA 

SURAT TUGAS 

NOMOR oo. 

Dasar 

MEMERINTAHKAN 

Kepada IN ea paka 

Pangkat/gol 

0 NN II Ea TAN EN AA TA AN AA 

Jabatan —— 0... oooocococoocoococoooo.oo.oo.oo.o..o. Wo. coco. 

2. Nama 

Pangkat/zol 

NIP 

Jabatan 

Untuk Aa ea Ban SNN Mma Ewe 

2.3 

AN Pa EP PAN NN 

Nama Tempat, Tanggal 

BUPATI GORONTALO UTARA 

Nama 

Kadis DKHD Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertaris Daerah 

“ LX. 



3. Su ra t Per ja lanan D inas 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

= N A M A P E R A N G K A T D A E R A H = 
AJaiiiat.,.JVomor...Teip. ...Faks .... Kode Pos .... 

Lembeur ke 

Kode No. 

Nomor 

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD| 

1 Pejabat Pembuat Komitmen 
2 Neuna/NIP Pegawai yang 

melaksanakan perjalanan dinas 
3 a. Pangkat dan Golongjm 

b. Jabatan/Instansi 
c. Tingkat Biaya Perjalaneui Dinas 

a. 
b. 
c. 

4 Maksud Perjaleman Dinas 
5 Alat angkut yang dipergunakan 
6 a. Tempat beremgkat 

b. Tempat Tujuan 
a. 
b. 

7 a. Lfunanya Perjaleman Dinas 
b. Tanggal berangkat 
c. Tanggal hams kembali/tiba di 

tempat baru *! 

a. 
b. 
c. 

8 Pengikut: Nama Ttmggal Lahir Keterangan 
1. 
2. 
3. 
4. 
S. 

9 Pembebanan Anggaran 
a. Instansi { 
b. Akun 

a. 
b. 

10 Keterangan lain - lain 

*coret yang tidak perlu Dikeluarkan di 

Tanggal 

Pejabat Pembuat Komitmen 

( ) 
NIP 

Kabag H u k u m ag 1-

r 

As i s t en Pemer int t ihan & K e s r a 

4-
Seker ta r i s D a e r a h 

3. Surat Perjalanan Dinas 

Lembar ke : 

Kode No. 

Nomor 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
- NAMA PERANGKAT DAERAH - 

Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

BAN AN NITA 

2 wevanatonanannaannanananana 

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 

1 | Pejabat Pembuat Komitmen 

2 | Nama/NIP Pegawai yang 

melaksanakan perjalanan dinas 

3 ja. Pangkat dan Golongan a. 

b. Jabatan/Instansi b. 

c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | c. 

4 | Maksud Perjalanan Dinas 

5 | Alat angkut yang dipergunakan 

6 Ja. Tempat berangkat a. 

b. Tempat Tujuan b. 

7 la. Lamanya Perjalanan Dinas a. 

b. Tanggal berangkat b. 

c. Tanggal harus kembali/tiba di | c. 

tempat baru ") 

8 |Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan 
1 

2. 

3. 

4. 

5. 

9 | Pembebanan Anggaran 

a. Instansi a. 

b. Akun b. 

10 | Keterangan lain - lain 

“coret yang tidak perlu Dikeluarkan di........... 

Tanggal........ 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Bu ) 

NIP 

Kadis DKP Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertarja Daerah 

k | 
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Berangkat dari 
(Tempat Kedudukan) 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 

I-
NIP 

11. Tiba di 
Pada Tanggal 
Kepala 

NIP 

Berangkat dari 
Ke 
Pada T a n ^ a l 
Kepala 

( 
NIP 

in. Tiba di 
Pada T a n ^ a l 
Kepala 

NIP 

Berangkat dan 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 

( 
NIP 

TV. Tiba di 
Pada Tanggal 
Kepala 

( 
NIP 

Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 

( 
NIP 

V. Tiba di 
Pada Tanggal 
Kepala 

(. 
NIP 

Berangkat dan 
Ke 
Pada Temggal 
Kepeda 

( 
NIP 

VI. Tiba di 
Pada Tanggal 
Kepala 

( 
NIP 

Telah dipenksa. dengan keterangan 
bahwa perjaleman tersebut diatas 
benar dilakukan atas penntahnya 
dan semata-mata untuk 
kepentingan jabatan dalam waktu 
yang sesingkat-singkatnya. 

vn. Catatan Lam-Lain 
VTH. PERHATIAN: 

PPK yemg menerbitkan SPD. pegawai yang meleikukan perjalanan dinas. 
para pejabat \-ang mengesahkan tanggal berangkat/tiba. serta bendahara 
pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan 
Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan. 
kelalaian. dan kealpaannya. 

Pejabat Pembuat Komitmen. 

NIP 

K a d i s D K P D K a b a ^ H u k u m As i s t en Pemer in tahan & K e s r a Seke r ta r i s D a e r a h 

I t 

1 

t dari Si setaseka 

— (Tempat Kedudukan) 
Ke NN AN me maap 

Pada Tanggal : 
Kepala 

ee ) 
NIP 

t Tadi oo” £ .ooeperuwa Berangkat dri ———— ........... 
Pada Tanggal”: ............ ON 
Kepala | 5 .ocorcaraere Pada Tanggal” ........... 

Kepala 

Gi emnknetnoantomam Kor Psi ) 
NIP NIP 

MI. Tiada. oo |: ..oromuk Berangkat dari” ........... 
Pada Tanggal |: ...ooooocoo Kei nnnnnanan 
Kepala nnnntactete Pada Tangga”: ........... 

Kepala 

En nn hk eban ) 

NIP NIP 
IV... Tbadi oo Io serasi Berangkat dai ........... 

Pada Tangga: ............ Ke ercocomaan 
magpoata: oo oo 5 sewisssiasi Pada Tangga” ........... 

Kepala 

dna ea ri ) 
NIP NIP 

1 BGM. Io” 5 cersewiww Berangkat dan” ........... 
Pada Tanggal”: ............ RB. 5 nnagnnwann 
Kapan "15 sentennamisa Pada Tanggal” ......... 

Kepala 

kepakai aa ) 
NIP NIP 

Y BAG oo moserssaa Telah diperiksa, dengan keterangan 
Pada Tanggal: ............ bahwa perjalanan tersebut diatas 
Kepala ojo serena benar dilakukan atas perintahnya 

dan semata-mata untuk 
( kepentingan jabatan dalam waktu 
NIP” yang sesingkat-singkatnya. 

VII. | Catatan Lain-Lain 
VIII. | PERHATIAN: 

PPK yang menerbitkan SPD, pegawei yang melakukan perjalanan dinas, 
para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara 
pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan 
Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, 
kelaluan, dan kealpaannya. 

Pejabat Pembuat Komitmen, 

(en ) 

NIP 

Kadis DKPD Asisten Pemerintahan & Kesra Kabag Hukum Sekertaris Daerah 

4 V & 
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B , Naskah D inas Korespondensi I n t e m a l 

1. Nota D inas ' 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A 

WmH = NAMA PERANGKAT D A E R A H = 
' ^ ^ S S i ^ Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

Yth. 
Dari 
Tembusan 
T a n ^ a l 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

NOTA DINAS 

Yth. 
Dari 
Tembusan 
T a n ^ a l 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Yth. 
Dari 
Tembusan 
T a n ^ a l 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Yth. 
Dari 
Tembusan 
T a n ^ a l 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Yth. 
Dari 
Tembusan 
T a n ^ a l 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Yth. 
Dari 
Tembusan 
T a n ^ a l 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Yth. 
Dari 
Tembusan 
T a n ^ a l 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Yth. 
Dari 
Tembusan 
T a n ^ a l 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Yth. 
Dari 
Tembusan 
T a n ^ a l 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

! 1 

I 

Nama Jabatan. 

Nama 

Pangkat/Golongan 
NIP 

K a d i s D K P D Kabag H u k u m s D K P D Kabag H As i s t en Pemer in tahan & K e s r a Seker 'aerah 

B. Naskah Dinas Korespondensi Internal 

1. Nota Dinas 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

- NAMA PERANGKAT DAERAH - 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

NOTA DINAS 

Utk, £ eowen kereserssensemnetamdmmeamnonsamn MeMateaNamaaEmaamamaaNHaSANANAN 

Dari oo Leronbenesorneenaeemntenneemamen emnenaama mama m amen 
TOpIDUSAn enak mna mara 

Tanggal Anne HR Aa aa Ai 

Na “ea ega 

NN 3 aan ea ear 

Lampiran DeA NN 2aunpe renenlunperu uli Lanang U Uma. AN Manan KAN Dea panana Sa anna ta 

ni ——— Inodoawomamasuan 

Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat / Golongan 

NIP 

Kadis DKPD Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra ni  Paerah 
Fi 

IA A 



2. Memo 

Tempat. Tanggal. B u l a n dan 
T a h u n 

BUPATI GORONTALO UTARA 

K a m a 

K a d i s DKPD As i s t en Pemer in tahan fis K e s r a S e k e r t a r i s D a e r a h 

/ 

2, Memo 

BUPATI GORONTALO UTARA 

MEMO 

Tempat, Tanggal, Bulan dan 
Tahun 

BUPATI GORONTALO UTARA 

Nama 

Kadis 1 TT Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertaria Jaerah 

M (L 



3. Dispos is i 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

= NAMA PERANGKAT DAERAH = 
A/axnat...Nomor. .Teip ...Faks .... Kode Pos .... 

L E M B A R D I S P O S I S I 

Surat dari 

No. Surat 
Tgl. Surat ; 

Diterima Tgl : 
No. Agenda : 
Sifat : 
• S a n g a t segera • Segera • Rahasia 

Hal 

Diteruskan kepada Sdr. 
• 
• 
• 
Dan seterusnya 

I 

Dengan hormat harap: 
U Tanggapan dan Saran 
•Proses lebih lanjut 
• Koordinasi/ konfirmasikan 
• 

Catatan: 

Nama Jabatan. 

(Paraf dan tanggal) 

Nama 

K a d i s Dia>D As i s t en Pemer in tahan St K e s r a Sekertariart>aerah 

t _ A // 

3. Disposisi 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

- NAMA PERANGKAT DAERAH - 

LEMBAR DISPOSISI 

Surat dari : Diterima Tgl : 

No. Agenda : 
No. Surat : Sifat 
Tgl. Surat : OSangat segera “(LI Segera |LJ Rahasia 

Hal 

Diteruskan kepada Sdr.: Dengan hormat harap: 

De eoweoereteneemseanertan (Tanggapan dan Saran 
DO ercoooneserssasefenenaansenasannana OProses lebih lanjut 
(Is udasnarwssesa OKoordinasi/ konfirmasikan 
Dan seterusnya .......... NA AE 

Catatan : 

Nama Jabatan, 

(Paraf dan tanggal) 

Nama 

Kadis Ba dad Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra THT 

, k d 



4. Naskah D inas Korespondensi E k s t e m a l 

S u r a t D inas 

Contoh Format Su ra t D inas yang ditandatangani oleh Kepa la Daerah 

Nomor 
Sifat 
Lampiran: 
Hal 

BUPATI GORONTALO UTARA 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Yth. 

di 

B u p a t i Gorontalo U ta ra 

Nama 

Jaian Nomor Provinsi , Kode Pos. 
Tefcpon (0 ) , Faksimile Pos-el Laman 

K a d i s D K P D K a b a g H u k u m As i s t en Pemer in tahan 85 K e s r a S e k e r t r e ^ J D ae rah 

\ 1 n 1 y 

4. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal 

Surat Dinas 

Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah 

BUPATI GORONTALO UTARA 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 
Hal 

h 4: «EN DENANNANA 

di 

PN AA AE DA AAA None mansnyansanyaIoammgenaan mun nluk 

Bupati Gorontalo Utara 

Nama 

Jalan Nomor......... .., Provinsi... . Kode Pos 

Telepon (0...) ................, Faksimile........, Pos-el......., Laman... 

Kadis DKPD Kahag Hukum Asisten Pemerintahan & Kesra FP 

| /



Contoh Format Su ra t D inas Perangkat Daerah 
I 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
= N A M A P E R A N G K A T D A E R A H = 

Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Ha l 

Yth. 

di 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Nama Jabatan 

Neima 
Pangkat / Golongan 
NIP 

Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
- NAMA PERANGKAT DAERAH - 

Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

eren na nenen en an en Reno knob ben 

ai ai Ii NN Ia INN NA NN NN NATA 

Nama 

Pangkat / Golongan 
NIP 

Kadis DKPD Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertarig Daerah 

A1 £ 
| #7 



D. Naskah D inas K h u s u s 

1. I n s t r u k s i 

BUPATI GORONTALO UTARA 

INSTRUKSI BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR 

TENTANG 

B U P A T I GORONTALO UTARA 

Dalam rangka 

dengan ini menginstruksikan: 

Kepada : 1. 
2. 
3. 
4. 

Untuk 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA dan seterusnya; 

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di 

pada tanggal 

B u p a t i Gorontalo U ta ra 

Nama 

K a d i s D K P D As i s t en Pemer in tahan St K e s r a S e k e r t ^ i ^ D a e r a h 

t 7 

K a d i s D K P D As i s t en Pemer in tahan fit K e s r a Seke r t an^ .Dae rah 

yy 

D. Naskah Dinas Khusus 

1. Instruksi 

BUPATI GORONTALO UTARA 

INSTRUKSI BUPATI GORONTALO UTARA 

Pa IT III 

PA AA AINI IN TT) 

Kepada | Leena 

Li Saman sa 

Ji Manan ema man 
Aa ana maa 

Untuk 

KESATU memes 

KEDUA oo  meeeaeman naya 

KETIGA : dan seterusnya: 

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

DitetapKkah Gb sersinsssnersssaresn 

pada tanggal .........oiiuiiv 

Bupati Gorontalo Utara 

Nama 

Kadis DKPD Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra ya Daerah 

/ | 4 ri 

Kadis DKFD Kabag Hukum | Asisten Pernerintahan & Kesra 7 

Pa / | !



3 . Sura t K u a s a 

BUPATI GORONTALO UTARA 

SURAT KUASA 
Nomor 

Yang bertandatangan dibawah m i : 

nama : 
jabatan 
alamat 

j 

memberi kuasa kepada 

I 
nama : 
jabatan : 
alamat : 

untuk I 

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Tempat. Tanggal. Bulan dan Tahun 
Penerima Kuasa. Pemberi Kuasa, 

Nama Jabatan. B u p a t i Gorontalo U ta ra 

materai 

Nama Nama 
Pemgkat 
NIP 

K a d i s DKPD Kabag H u k u m As i s t en Pemer in tahan 8s K e s r a Seke r ta r i s D a e r a h 

i A 
I 

3. Surat Kuasa 

BUPATI GORONTALO UTARA 

SURAT KUASA 

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, 

Nama Jabatan, Bupati Gorontalo Utara 

materai 

Nama Nama 

Pangkat 

NIP 

Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertaris Daerah IX 

t ef Z 
1 4 



4. Ber i ta Aca ra 

BUPATI GORONTALO UTARA 

BERITA ACARA 

NOMOR: 

Pada htiri ini , tanggzd bulem tahun keuni 
masing-masing: 
1 yang seleinjutnya 

disebut Pihak Perttima (memuat neuna. NIP. 
pangkat/golongein. jabatem dan edamat) 

2 selemjutnya disebut 
Pihak Kedua. telah meleiksemeikan 

3 
4. dem seterusnya. 

I 
Berita Aceira ini dibuat dengan sesungguhnya dedam reingkap 

untuk diperguneikein sebagedmana mestinya. 

Pihak Kedua 

Neuna 
Peingkat/ Golongan 
NIP 

Dibuat di 
Piheik Perteima 

B u p a t i Gorontalo U ta ra 

Neuna 

Mengetediui/Mengesedikeui 
Neuna Jabateux. 

Neuna 
Peuigkat /Golongem 
NIP 

K a d i s D I ^ K a b a g H u k u m As i s t en Pemer int ; ihan 86 K e s r a SekertarisB^Tah 

/ i A // 
( 
! 

4. Berita Acara 

Luas 

BUPATI GORONTALO UTARA 

BERITA ACARA 

NOMOR - .ax2. 

Pada hari ini, ...... , tanggal ...., bulan ......, tahun ...... , kami 

masing-masing: 

Aa ea Te Sa an mn en en NA In TT yang selanjutnya 

disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, 

pangkat/golongan, jabatan dan alamat) 

Di essen amar selanjutnya disebut 

Pihak Kedua, telah melaksanakan 

4. dan seterusnya. 

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 

Cena untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

DiDURud seken 

Pihak Kedua Pihak Pertama 

Bupati Gorontalo Utara 

Nama Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP 

Mengetahui/ Mengesahkan 

Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat /Golongan 

NIP 

AK Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra - 



5. Su ra t Keterangan 
! 

BUPATI GORONTALO UTARA 

I S U R A T K E T E R A N G A N 

i N O M O R 
i 

Y a n g b e r t a n d a teingein d i b a w a h i n i : 
I 

n a m a : 
j a b a t a n : G u b e m u r 

d e n g a n i n i m e n e r a n g k a n b a h w a : 

n a m a : 
NIP : 
p a n g k a t / g o l o n g a n : 
j a b a t a n : 
d a n s e t e r u s n y a 

I 
i 

T e m p a t , T a n g g a l , B u l a n . d a n 
T a h u n 

B u p a t i Gorontedo U ta ra 

N a m a 

1 

I 
I 
i 

i 
! 
i 

j 
i 

5. Surat Keterangan 

BUPATI GORONTALO UTARA 

SURAT KETERANGAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama |! axusnvscengee mana apan gan NannaaNepanene naa Kanaan ank anna Aa 

jabatan EN NN EA ac RN 

dengan ini menerangkan bahwa: 

nama 

NIP | Wae au ae ana 

PANGKAt/ SOIONKAT Hse 

jabatan 

dan seterusnya 

0 s0ncsnococenasenenanen sena nna nana anna nana KENA NAE RAN NA RA PARA 

saneaasekeweneanee ea kanan Maen MENURUN NON AAU MU R An HAN eka Naa Han 

..oocoraseranananannan ana aa nana nan Kanaan Kanan A NBA KANE RON A NA EKA N NAN AA NA 

ecenuanunananuaaa nana nana ana N Nana aa aa AU MAAN MAN ANA AU KE NAMA KUN AA ANE AN NN 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan 
Tahun 

Bupati Gorontalo Utara 

dis DKP i int: Ka 4 ST Asisten Pemerintahan & Kesra FG 



6. Su ra t Pengantar 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
= N A M A P E R A N G K A T D A E R A H = 

Alamat...Nomor.. Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

Tempat. Temgged. Bulein dan Teihun 

Yth 

di 

SURAT PENGANTAR 

NOMOR : 

No. 
Naskah Dinas/Barang 

yang Dikirimkan 
Beinyaknya Keterangan 

1 

Diterima tanggal... 
Penerima 
Neuna Jabatem, 

i 
Neuna 
Peuigkat / Golongan 
NIP 

I 

Nomor telepon 

Pengirim 
Nama Jabatem. 

Neuna 
Pangkat /Golongem 
NIP 

Kabag H u k u m As i s t en Pemer inb ihan & K e s r a D a e r a h 

6. Surat Pengantar 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

- NAMA PERANGKAT DAERAH - 
Alamat...Nomor... Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Ye mma nasa 

di 

SURAT PENGANTAR 

NOMOR - sneennnanannan 

No Ig MengdameaL mena Banyaknya Keterangan . yang Dikirimkan yakny & 

Diterima tanggal ................ 

Penerima Pengirim 

Nama Jabatan, Nama Jabatan, 

Nama Nama 

Pangkat/ Golongan Pangkat/ Golongan 

NIP NIP 

Nomor telepon ............ 

Kadis DKFD Ea Asisten Pemerintahan & Kesra 5 Haa 

| Z7 



7. Pengumuman 

BUPATI GORONTALO UTARA 

PENGUMUMAN 

NOMOR: 

TENTANG 

Dikeluarkan di 
Pada Tangged 

B u p a t i Gorontalo U ta ra 

Nama 

K a d i s D K P D As i s t en Pemer in tahan 8s K e s r a S e k e r t a r i s D a e r a h 

i A- /y 

7. Pengumuman 

BUPATI GORONTALO UTARA 

PENGUMUMAN 

Dikeluarkan di ................ 

Pada Tanggal.................. 

Bupati Gorontalo Utara 

Nama 

Kadis DKPD Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertaris Daerah 

A Al Pan 
| " 



8. Laporan 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

= NAMA PERANGKAT DAERAH = 
Alamat...Nomor ..Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

LAPORAN 

TENTANG 

A. Pendediuluan 

1. Umum/lateir belakang 

2. Landasem Hukum 

3. Maksud dem Tujuem 

B. Kegiatem yemg dilaksanetkan 

C. Hasil yemg dicaped 

D. Kesimpulan dem Sarem 

E . Penutup 

j 
1 
5 
; 

! 

Dibuat di 
Pada temggal... 

Netma Jabatem. 

Neuna 
Pangkat / Golongan 
NIP 

I 
i i 

K a d i s D K P D As i s t en Pemer in tahan fis K e s r a 

H A 
S e k ^ ^ ^ D a e r a h 

! 

8. Laporan 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

- NAMA PERANGKAT DAERAH - 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

LAPORAN 

TENTANG 

A. Pendahuluan 

1. Umum/latar belakang 

2. Landasan Hukum 

3. Maksud dan Tujuan 

B. Kegiatan yang dilaksanakan 

C. Hasil yang dicapai 

D. Kesimpulan dan Saran 

E. Penutup 

Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat / Golongan 
NIP 

Kadis Gea“ Kabag Hukum Asisten Pemerintahan & Kesra Sek & Daerah 

9 al LV 
! F 



9. Te l aahan Sta f 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

= NAMA PERANGKAT DAERAH = 
AJamat...JVon3or...TeJp. ...Faks .... Kode Pos .... 

TELAAHAN STAF 

Yth. : 1 
Dari : 
Tanggal : 

Nomor : 
Lampiran : 
Hal : 

I. Persoalan 
Bagian persoalan memuat pemyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan 
dipecahkan 

n. Praanggapan 
Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan 
sesuai dengan situasi yang dihadapi dan mempakan kemungkinan kejadian dimasa 
mendatang 

III. Fakta yang mempengaruhi 
Bagian fakta yang mempengamhi memuat fakta yang mempakan landasan analisis dan 
pemecahan persoalan. 

IV. Analisis 
Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta 
akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kemgiannya, serta pemecalian atau cara 
bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan 

V. Simpulan 
Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara bertindak atau 
jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang diliadapi. 

VI. Saran 
Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran Tindakan untuk mengatasi 
persoalan yang diliadapi. 

Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 

K a d i s D K P D Kabag Hukum As i s t en Pemer int t ihan 86 K e s r a S e k e r t a r ^ D ^ r a h 

/ - 1 — k — 1 A 

9. Telaahan Staf 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

- NAMA PERANGKAT DAERAH - 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

TELAAHAN STAF 

Il. Persoalan 
Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan 
dipecahkan 

II. Praanggapan | 

Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan 
sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa 
mendatang 

II. Fakta yang mempengaruhi 
Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan 

pemecahan persoalan. 

IV. Analisis 

Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta 
akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara 
bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan 

V. Simpulan 
Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara bertindak atau 
jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi. 

VI. Saran 
Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran Tindakan untuk mengatasi 
persoalan yang dihadapi. 

Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP 

Kadis DKED Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertarig/Dperah 

Tn 3 dl Z 
. 1



10. Notula 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO U T A R A 

= NAMA PERANGKAT DAERAH = 
- Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

NOTULA 

Sidang/Rapat 

Hari/Tanggal 

Surat Undangan 

Waktu Sidang/Rapat 

Acara 1. 

2. dem seterusnya. 

Pimpinan Sidang/Rapat 

Ketua I 

Sekretaris 

Pencatat 

Peserta sidang/rapat: 1 

, 2. dan seterusnya. 

Kegiatan Sidang/Rapat: iDisesuaikem dengem kondisi kegiatem 
sidemg/ rapat) 

Pimpinem Sidemg/Rapat 
Nama Jabatan. 

Nama 
Pangkat/Golongan 

Kad i s DK f lD As i s t en Pemer in tahan & K e s r a S e k e r t a r i ^ W r a h 

yy 

10. Notula 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
- NAMA PERANGKAT DAERAH - 
Alamat. Mapan. “Telp... ..Faks .... Kode Pos .... 

Sidang/ Rapat 

Hari/ Tanggal SI kenangan asas Sasa Le yana uang 

Surat Undangan ea ata Pena aan nana ES sa heaaana 

Waktu Sidang/Rapat : .............. s..oooooooooo.oooo.Wooo.oo.oco.Wo.oo.—oo.—o.—.—o— 

Acara SN ME Nee Danar Maa BEA 

2. dan seterusnya. 

Pimpinan Sidang/ Rapat 

Ketua 

Sekretaris 

Pencatat NN Lan NN PA Ea NA TES 

ea an Se Ia amoy ans 

2. dan seterusnya. 

Kegiatan Sidang/Rapat: (Disesuaikan dengan kondisi kegiatan 

MNANANPNNET ENGAN (55.102 setan eiiun itna nasi enni anisa Den Mae AN AAU RARE PALA KAN Ea BSA EN RAT 

Pimpinan Sidang/ Rapat 

Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP 

Kadis DKBD Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertari Daerah 

b 4 Pd 



1 1 . Su ra t Undangan 
i 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A 

= NAMA P E R A N G K A T D A E R A H = 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

Tempat. Tanggal. Bulan dan Tahtin 

Nomor : 
Sifat : 
Lampireui : 
Hal : Undeingan 

Yth 

I 
i 
1 

hari/tanggal: 
waktu : 
tempat 
aceira : 

Neuna Jabatan. 

Nama 
Pangkat / Golongem 
NIP 

K a d i s D K P D / Kabag H u k u m As i s t en Pemermtahan 8g K e s r a Seke r ta r i s Djrerah 

P A 

11. Surat Undangan 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
- NAMA PERANGKAT DAERAH - 

Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

0. ocirana naa u UR NUR KAREENA 

..occcoccococccococoranunnuunanuanana 

ai Ni aa NN Ni AN AN NN NA NA AI AN AAN AIA ENI 

Pn aa NTT 

ai ia aa ai aa aa NN aa aa aa ai Na Naa aa aa ia ai NN ia NN NN NN NN TING 

Ba ii Na ia NTT TT 

Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP 

Kadis gs Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertaris Daerah 

k al V7 ih 



12. Su ra t Pemya taan Me laksanakan Tugas 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
= N A M A P E R A N G K A T D A E R A H = 

Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 

NOMOR 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama : 
NIP ' : 
Pangkat/Golongan : 
Jabatan j : 

Dengem ini menyatedcem dengan sesungguhnya bahwa: 
Neuna : 
NIP ! : 
Pemgkat/Golongem : 
Jabatem : 

I 

Yemg diemgkat berdaseukem Peraturem Nomor 
Tahun tentang terhitung 

telah nyata menjalemkan tugas sebagai 
di 

Demikian surat pemyataan meleiksanakan tugas ini saya buat 
dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpeih jabatan/pegawai 
negeri sipil dem apabila dikemudiem heui isi surat pemyataem ini 
temyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara. maka saya 
bersedia menemggung kerugian tersebut. 

Tempat, Tanggal. Bulan dan Tahun 

Nama Jabatan. 

Neuna 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

K a d i s D K P D i D K P D y KabagJ H u k u m As i s t en Pemer in tahan & K e s r a 

12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

- NAMA PERANGKAT DAERAH - 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 

Yang bertanda saga dibawah ini: 
Nama | ekemencomnli aman appes nissan Kie nireskbaseRean sasa men Eaa San 

NIP ! erisanterpnalasi LA eb ia AeaN ia AAN AAN PA RAA AA KERANA UK 
Pangkat/ Golongan : Bea naa 

Jabatan ANA AN ND AE AA AN ANT PAN 

Dengan ini ii Sa dengan PeNGN Naga bahwa: 
Bea Koo 2 ernangonnond memenangkan lengan open oegaapayana 
NIP Ian saksama Aan ani 
Pengikat GOIGNGA 3 nomnom pm san 
Jabatan San Pa aa aan pa AN NONE NEON NA 

Yang diangkat berdasarkan Peraturan ............o.o.o. Nomor 
Ainan TODAA sand “MANG s—g “itung 
AN anna Ea Pan TN telah nyata menjalankan tugas sebagai 
netemahwntanganesilkkan JAE ehener kog Mebekk yana akan APakaN EN PENA NgANNNNNNA ANE NP ANN 

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat 
dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/ pegawai 
negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini 
ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya 
bersedia menanggung kerugian tersebut. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP 

Kadis DKPBy A Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertany 1 peerah 

Ta Gi Z1 
. |



i 

13. S u r a t Panggilan 

i 
i 
i 
I 
i 
i 

BUPATI GORONTALO UTARA 

Tempat, Tanggeil, Bulan dem Tahun 

Nomor : 
Sifat : 
Leunpirem 
Hal : Panggilan 

Yth 

di , 

Dengem ini dirainta kedatemgan Saudeira di Kemtor 
pada: 

heiri : 
tanggal : 
pukul : 
tempat : 
menghadap 
kepada : 
edamat : 
untuk : 

Demikian untuk dileiksemakan dem menjadi 
perhatian sepenuhnya. 

Bupati Gorontalo Utara 

Neuna 

I 

K a d i s D K P D K a b a i H u k u m As i s t en Pemer in tahan & K e s r a Seker tar i j i rJJ^erah 

y 
/ t A /y 

13. Surat Panggilan 

BUPATI GORONTALO UTARA 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

secasanansen rasakan anna aa nnn anang ananaa 

soniconerancananannanaana nan ananananan 

0 svewansanennansananeananna kanan ean anna nana sana an aan nana 

2 c0coconesesaaneennn nana ane ne n sa nan ena anna anakan ena 

2 senosccoo@ocomomnangangananna uns nunan nana nana aan anaana 

tempat ai Ni AN NI II 

kepada 0 csoccorerunasanansanananaana ne ena susana nanan aa anna naa nana 

S0. oooorconereeakanan kananku akan na nak nana ana ana na anna 

2 sc.cocococecenanananananaa sena n kana akan a anakan ana naa sana 

PN 

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi 

perhatian sepenuhnya. 

Bupati Gorontalo Utara 

Nama 

Kadis DKPD Febeg Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sek i erah 

Pa? “ 



14. Su ra t I z in 

BUPATI GORONTALO UTARA 

j S U R A T IZ IN 
i 

N O M O R 

I T E N T A N G 
j 

i i 

D a s a r : a . 

b 

M E M B E R I IZIN: 

K e p a d a 
N a m a 
J a b a t a n 

A l amat 
U n t u k 

i 

I D i t e t a p k a n d i 
j p a d a tangga l 

i Bupati Gorontalo Utara 
i 
i 

I N a m a 

14. Surat Izin 

BUPATI GORONTALO UTARA 

SURAT LZIN 

NOMOR ....... Henna 

TENTANG 

23! 

b.. 

MEMBERI IZIN: 

pada tanggal............. Debengawoanas 

Bupati Gorontalo Utara 

Nama 

TI ai Asisten Pemerintahan & Kesra N Daerah 

PM r 



Contoh Format Su ra t D inas Perangkat Daerah 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

= NAMA PERANGKAT DAERAH = 
A/amat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

S U F A T E I N 

NOMOR: 

TENTANG 

Dasar a 

b 

c. dan seterusnya 

Kepada 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Untuk 

MEM3ERIIZIN 

Nama Jabatan 

Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 

Kabag H u k u m As i s t en Pemer in tahan & K e s r a S e k e r t a r i s p a e r a h 

yz P 
M 

Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
- NAMA PERANGKAT DAERAH - 

Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

SURAT LIN 

NOMOR: 

TENTANG 

c. dan seterusnya 

MEMBERI IZIN 

Kepada 
Mk: 1 Pamen debiaik ea mo manga eren 

Jabatan: .....oioooooooocoooooooo. oo... oo.o.o.Wo.oo.o.oom@—o.oo. 

Alamat | 5 Loco. momo 

USU | 5 seo ewocoonlaventen Kaseeeansarengesunaa mannesesa sman gann 

Nama Jabatan ..................., 

Nama 

Pangkat/ Golongan 
NIP 

Kadis DKJD Kabag Hukum Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertaris Paerah 



15. Lembaran Daerah 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

= NAMA PERANGKAT DAERAH = 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

LEMBAR-AN DAERAH 

Nomor Tediun Seri . . . . Nomor 

PERATUR.AN DAERAH 

Nomor: 

TENTANG 

• » • • • • • • • • « • • • « « • • • • • » • •>••••••••••••• « • ••••••• « • •••• • • • • ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • l a * * •«•••••»*••« •••••••aaaaaaaa •••••••aaaaaaaaaaaa 

i 

Diundangkan dalam lembaran daeredi 

Nomor .... Tahun 

Seri 

Tanggal 

Sekretaris Daerah 

Nama 

K a d i s DIO^D Kabag H u k u m As i s t en Pemer in tahan & K e s r a Sekertar ip D a e r a h 

/ i J 

15. Lembaran Daerah 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
- NAMA PERANGKAT DAERAH - 

Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

LEMBARAN DAERAH 

s0co#iccoooooooooomoooooooo.oomocooenaa anakan akenan naa banana nan 

sana senasendasannennnn sen sen ena ananan Pra sakeea kaan aa an Panen anna RN ROA ARENA PR ANN PR RE ena 

Ia AI Ka Sai ja Ka aa 

eco.” occcocoocarantununa nana 

Nomor .... Tahun ...... 

GEA Ieoer vena 

TMII. Lo sossrssir uses 

Sekretaris Daerah .............. , 

Nama 

IT Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra AI Daerah 

B d 
| Z2” 



16. Be r i t a Daerah 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

= NAMA P E R A N G K A T D A E R A H = 
AJamat...Nomor...TeJ]). ...Faks .... Kode Pos .... 

BERITA DAERAH 

Nomor Tahun S«ri ... Nomor 

PERATURAN KEPALA DAERAH . ./KEPUTUSAN KEPALA DAERAH 

Nomor: 

TENTANG 

Diundanckan dalam lembaran daerah 

Nomor . . . . Tahun 

Seri 

Tanggal 

Sekretans Daerah 

Nama 

Kad i s DHPD Kabag H u k u m 

4 \ I 
As i s t en Pemerintc i l ian & K e s r a 

4 

16. Berita Daerah 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
- NAMA PERANGKAT DAERAH - 

Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 
se Sa - 

BERITA DAERAH ............. Lana 

Nomor ...... Tahun......... Sati »... NO Li... 

PERATURAN KEPALA DAERAH .../ KEPUTUSAN KEPALA DAERAH ...... 

Nomor : .......... 

Diundangkan dalam lembaran daerah .......................... 

Nomor ....... Tahun......... 

Sekretaris Daerah .........., 

Nama 

Kadis DPD Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertari yarrah 

| 7 



17. Rekomendasi 

B U P A T I GORONTALO UTARA 
REKOMENDASI 

NOMOR. 

a. Dasetr 
b. Menimbang : 

Gubemur, , memberikar- rekomendasi kepada : 
a. Nama/Obyek 
b. Jabatan/Tempat/Identitas : 

U n t u k : ' 

1 
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk diperguneikan seperlunya 

Tempat, T a n ^ a l , Bu lan . dan Tahun 

B u p a t i Gorontalo U ta ra 

Nama 

K a d i s D K P D Ka l H u k u m As i s t en Pemer in tahan & K e s r a S e k e r t a r i s ^ ) a e r a h 

17. Rekomendasi 

a. Dasar Nenen nan Pena n en anna aena PEN en ena n uan KAN M RRN pl PANEN aU PA ANA AMAN 

Ni Manage sa ma ana n mara 

Gubernur............... , memberikan rekomendasi kepada : 

a. Nama/ Obyek aa na aan nana 

b: Sintang Toga ESA 5 roro snare 

Untuk : 

oooococo.o”coodo.coococ.coooocdacamnnan nk ns ana R ANA Ke APEL L BEN A Be A NAN BAN ON AAN anna Bana naa Nun 

s0ncocccmococo.momasanananan nana anna anna nana ena aa RaR RR ER ERA EN R RR RR Rena ena en 

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

Bupati Gorontalo Utara 

Nama 

Kadis DFD TT Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertaris Paerah 

3 LP 4 1 7



18. Radiogram 

BUPATI GORONTALO UTARA 
FORMULIR BERITA 

Registrasi No : 

PANGGILAN J E N I S NOMOR DERAJAT 

DARI j : 

UNTUK : 

TEMBUSAN : 

KLASIFIKASI : S E G E R A 
Nomor j : 

KMA, 

AAATTK 

B B B T T K 

C C C TTK 

TTKDUA 

.... TTK KMA 

.... TTK KMA 
DUM TTK HBS 

Tanggal waktu pembuatan. 

Pengirim 

Nama j 

Tanda tangem 

No.Kode 
Waktu 

Terima Kirim 
Lalu 

Lintas 
Paraf 

Operator 

18. Radiogram 

BUPATI GORONTALO UTARA 

FORMULIR BERITA 

Registrasi No :.......... 

PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT 

DARI oo Mierowea mna baek 

KATUK 1 IE ed ornben anne aman e LAM EN EK ERNN SW ANENN DATAR KRL ataun AMAN NAAM 

TEMBUS Ai ai anna 

KLASIFIKASI SEGERA 

Nomor Io eooornerbenran 

sake en aan KMA meses im 

PN an PAN Na AA TTK DUA 

ARA TIKI mesir arema anna sena 

Mena na nanya TTK KMA 

BR Sa Aa an an Da Na Ta EA 

Naa pa Inn NN Bi an Ta LN TTK KMA 

CCC TTK DUM TTK HBS 

Tanggal waktu pembuatan....... 

No.Kode Waktu Lalu Paraf 
Oo. “ 2. . 

Terima| Kirim | Lintas | Operator 

Pengirim 

Nama 

Tanda tangan 

Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sek erah KE 

a| 11 



19. S u r a t T a n d a T a m a t Pend id ikan d a n Pe lat ihan (STTPP) 

B U P A T I G O R O N T A L O U T A R A , 
S U R A T TANDA TAMAT P E N D I D I K A N DAN P E L A T I H A N 

Nomor 

Gubernur Berdasarkan dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa : 

Nama 

Pas foto 4 x 6 

Tempat/Tanggal lahir 
NIP/NRP 
Pangkat/Gol. Ruang 
Jabatan 
Instansi 
Kualifikasi 

000000000/0000 

L U L U S 
Pada Pendidikan dan Pelatihan Provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Provinsi di dari tanggal sampai dengan yang meliputi 

Tempat. Tanggal. Bu lan dan Tahun 
B u p a t i Gorontalo U t a r a 

Nama 

K a d i s D K P D K a b a g H u k u m A s i s t e n P e m e r i n t a h a n 8e K e s r a S e k e r t a r i s J D ^ e r a h 

V • 4 4/ 

19. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 

BUPATI GORONTALO UTARA 
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Nee aa maan 

Gubernur......... Pe aa maen dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa : 

Nama bea Naa EN AE RR NAN Sa 

Tempat/Tanggal lahir : .......iiioooooocoooan AT ana NAN EME Et TAN 

NIP/NRP : 000000000/0000 

Pas foto 4 x 6 Pangkat/ Gol. Ruang 3 Pamen aa 

Jabatan 5 emas makan aneka anna aman aan am ema a Sem Ana KAK RAKAN Rana mama BERAS 

Instansi NA AN TA AA PA TN AN NN NN IA PN TA EA PN DA AAN 

Kualifikasi ena AAA ET TA A AN  ANANNNNA EA 

LULUS 

Pada Pendidikan dan Pelatihan .................... Pena eropoeubeean yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Provinsi di ........... dari tanggal ....... sampai dengan ........ WUEUE MOSIPIUN sena iaa minnnn non askesa 

Tempat, Tanggal. Bulan dan Tahun 

Bupati Gorontalo Utara 

Nama 

Kadis DKPD Kabag Hukum Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertaris/Dgerah 
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Bagian Be lakang STTPP 

AGENDA PEMBELAJAR-AN 

T E M A 
U m u m : (ditentukan B a d a n Diklat) 

K h u s u s : (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema u m u m dan i s u ak tua l setempat) 

Tempat, Tanggal. B u l a n . dan T a h u n 
Kepala , 

Nama 
Pangkat / GolongEm 
NIP 

K a d i s D K P D K a b a a H u k u m A s i s t e n P e m e r i n t a h a n 85 K e s r a S e k e r t a r i s D a e r a h 

A 'A -zr— 
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Bagian Belakang STTPP 

AGENDA PEMBELAJARAN 

TEMA 

Umum : Ketentukan Badan DB en ine r oren tense ena kenera NAN SANA AN ANA Mak MAN KA NA PLAN ERA PPAS TAN AN E ai Haa Sa manaaka 

Khusus (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat) 

S00cocococoococococoomrwatanannnunn nana na nenen ana sea ena aa ena Ka MAA Ana NUR NA NN NA MANA Nana en ne nnn K nana un nana nan an ana nanas ana naa a 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

Kepala n.c.c.amaananansuanan aan aan ana nanang 

Nama 
Pangkat/ Golongan 

NIP 

Tg Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra SekertarigsDgerah 
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20. Serti f ikat 

B U P A T I G O R O N T A L O U T A R A | 

S E R T I F I K A T 
Nomor: 

Diber ikan kjepada 

Nama 

NIP : 

Ins tans i : 

Sebagai/Atas part is ipasinya dalam yang 
diselenggarakan oleh...d£uri...tanggal s.d. ...bertempat di 

Tempat, Tanggal, B u l a n dan T a h u n 

Bupati Gorontalo Utara 

I 

K a d i s D I ^ D Kabaj H u k u m As i s t en Pemer in tahan & K e s r a S e k e r t a r i ^ D a e r a h 

/ It A 

20. Sertifikat 

BUPATI GORONTALO UTARA 

SERTIFIKAT 
NOMOF: oo #c#o#WoW.WoWoWo. 

Diberikan kepada 

Nama 

NIP 

Instansi : 

Sebagai/Atas partisipasinya dalam yang 

diselenggarakan...... oleh...dari...tanggal........ s.d. ...bertempat di 
........ 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Bupati Gorontalo Utara 

Nama 

Kadis DKPD Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertarjy Daerah 
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2 1 . P iagam 

I RT IPATT PtORONTA I.Cl TITARA 
( 
1 

P I A G A M P E N G H A R G A A N 
Nomor : 

G U B E R N U R D e n g a n i n i m e m b e r i k a n pengheirgaan k e p a d a : 

N a m a : 

T e m p a t / T a n g g a l l a h i r : 

N I P / N R P . : 

J a b a t a n : 

I n s t a n s i : 

T e m p a t , Tangga l . B u l a n d a n T a h u n 

B u p a t i G o r o n t a l o U t a r a 

Neima 

I I . Kop 

A. Kop Naskah D inas j aba tan 

Kop Naskah D inas j aba tan menggunsikan: 

a . lambang negara b e r w a m a k u n i n g emas u k u r a n 2,5 c m simetr is d i 

bawabnya ber tu l i skan Kepa la Daerah , dengan h u m f 12, dan 

ditempatkan di bagian tengah atas u n t u k Naskah D inas Pengaturan 

dan Penetapan. 

b. lambang negara berwarna k u n i n g emas u k u r a n 2,5 cm simetr is d i 

bawabnya ber tu l i skan Kepa la Daerah a t au Wak i l Kepa la Daerah , 

dengan h u m f 12, dan d i tempatkan dibagian tengah atas, ser ta a lamat 

yang dilengkapi dengan n a m a kabupaten/kota dan n a m a provinsi , 

K a d i s D K P I K P p K a b a g H u k u m As i s t en Pemer in tahan St K e s r a Seke r ta r i s Dae rab 
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21. Piagam 

Il. 

RIIPATT GORONTALO UTARA 

PIAGAM PENGHARGAAN 

Nomor: 

GUBERNUR oo... Dengan ini memberikan penghargaan kepada 

Nama oo oo o/OoI  mansnnnsasikesn nana 

Tempat/Tanggal lahir :......ooooooWooooeranare teen akataknaaa 

NIP/NRP 

Jabatan Ni Spa NT pap Pa An PA PS Pn 

Instansi PNP an DI Tn CT ta Yo Ja TP 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Bupati Gorontalo Utara 

Nama 

Kop 

A. Kop Naskah Dinas jabatan 

Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan: 

a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di 

bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan 

ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan 

dan Penetapan. 

b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di 

bawahnya bertuliskan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, 

dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat 

yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, 

Kadis DKPP Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Delantnrid Daerah 
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nomor telepon, nomor faksimile, l aman , pos-el, d an kode pos dengan 

menggunakan h u r u f a r i a l b e r u k u r a n 10 di tempatkan di bagian tengah 

bawah u n t u k n a s k a h d inas se la in Naskah D inas Pengaturan dan 

Penetapan. i 

c. da lam h a l n a s k a h d inas yang di tandatangani oleh Sekretar is Daerah 

atas n a m a Kepa la Daerah , menggunakan Kop Naskah D inas yang 

memuat Lambang Negara b e r w a m a k u n i n g emas dan tu l i san Nama 

Pemerint£ih Daerah yang di tempatkan pada bagian tengah atas secara 

s imetr is . 

Contoh Kop N a s k a h D inas j aba tan Kepa la Dae rah 

B U P A T I G O R O N T A L O U T A R A 

Jalan Kusno Danupojo, Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang, Kode Pos: 96252 
Kabupaten Gorontalo Utara 

B. Kop Naskah D inas Perangkat Daerah 

a. Perbandingan h u m f pada kop Naskah D inas an ta ra tu l i san n a m a 

Pemer intah Daerah dan tu l i san n a m a Perangkat Daerah ada lah 

3:4 menggunakan h u m f Ar ia l . 

b. Penu l i san n a m a Perangkat Daerah di tebalkan (bold). 

Contoh Kop Naskah D inas Perangkat Daerah 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
S E K R E T A R I A T D A E R A H 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

As i s t en Pemer in tahan 85 K e s r a Seke r ta r i s D a e r a h 

-y 4 

nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan 

menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah 

bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan 

Penetapan. 

c. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah 

atas nama Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah Dinas yang 

memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama 

Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara 

simetris. 

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah 

BUPATI GORONTALO UTARA 

Jalan Kusno Danupojo, Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang, Kode Pos : 96252 

Kabupaten Gorontalo Utara 

B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah 

a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama 

Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 

3:4 menggunakan huruf Arial. 

b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold). 

Contoh Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah 

y PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

SEKRETARIAT DAERAH 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

Kadis DKFD Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertarig Daerah 
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P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A 

B A D A N K B P E G A W A I A N P E N D I D I K A M D A N P E L A T I H A N 

Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

I 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
' KECAMATAN KWANDANG 

Alamat...Nomor...TeJp. ...Faks .... Kode Pos .... 

I 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N Q O R O N T A L O U T A R A 

K E C A M A T A N K W A N D A N G 
DESA MOLINGKAPOTO 

Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O UTARA 

PUSKESMAS MOLINGKAPOTO 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O UTARA 
SMP N E G E R I 1 KWANDANG 

Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O UTARA 

SDN 1 MOLINGKAPOTO 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

S u s u n a n d a n b e n t u k N a s k a h D i n a s d a p a t d i t a m b a h k a n 

a t r i b u t t e r t e n t u 
I 

C o n t o h P e n g g u n a a n Logo G E R M A S 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O UTARA 

DINAS K E S E H A T A N 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

B2 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
$ BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAM DAN PELATIHAN 

Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
KECAMATAN KWANDANG 

Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
KECAMATAN KWANDANG 

DESA MOLINGKAPOTO 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

2m PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PUSKESMAS MOLINGKAPOTO 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

SMP NEGERI 1 KWANDANG 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

SDN 1 MOLINGKAPOTO 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas dapat ditambahkan 

atribut tertentu 

ContohPenggunaan Logo GERMAS 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA “ag 

DINAS KESEHATAN 
Alamat...Nomor...Telp. ...Faks .... Kode Pos .... 

Kadis DKPD | Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra F 
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I I I . s tempel Naskah D inas 

A. B e n t u k / u k u r a n stempel. 

1. Stempel j aba tan Kepa la Daerah berbentuk l ingkaran ber is i 

namajabatan, n a m a Pemer intah Daerah , dan menggunakan 

lambing negara dengan pembatas tanda bintang, dengan 

u k u r a n : 

a . u k u r a n garis tengah l ingkaran lua r stempel j aba tan ada lah 4 

cm; j 

b. u k u r a n garis tengah l ingkaran tengah stempel j aba tan 

ada lah 3,8 cm; dan 
I 

c. u k u r a n garis tengah l ingkaran da lam stempel j aba tan 

ada lah 2,7 cm. 

• Nama.labatan 

3.8 cm 4 cm 

I — - ^ l.ambang Negara 
I 

• Neuna Pemerintah Daerah 

Contoh Stempel j aba tan Kepa la Daerah 

2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk l ingkaran beris i n a m a 

Pemer intah Daerah prov insi/kabupaten/kota, n a m a Pemer intah 

Daerah , n a m a Perangkat Daerah yang bersangkutan dan 

menggunakan logo daerah dengan pembatas t imda bintang, 

dengan u k u r a n : 

I 

K a d i s D K P D As i s t en Pemer in tahan & K e s r a Seke r t a r i ^ D a e r a h 

/ t yy 

III. Stempel Naskah Dinas 

A. Bentuk/ukuran stempel. 

1. Stempel jabatan Kepala Daerah berbentuk lingkaran berisi 

namajabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan 

lambing negara dengan pembatas tanda bintang, dengan 

ukuran: 

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 

cm, 

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan 

adalah 3,8 cm, dan 

Cc. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan 

adalah 2,7 cm. 

b NamaJabatan 

aa me tata b Lambang Negara 

Sm Ba ND 105 Ga wb NamaPemerintah Daerah 

Contoh stempel jabatan Kepala Daerah 

2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama 

Pemerintah Daerah provinsi/ kabupaten/kota, nama Pemerintah 

Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan 

menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, 

dengan ukuran: 

Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertarig Daerah SI 
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1) u k u r a n garis tengah l ingkaran lua r stempel Perangkat 

Daerah ada lah 4 cm; 

2) u k u r a n garis tengah l ingkaran tengah stempel Perangkat 

Daerah ada lah 3,8 cm ; dan 

3) u k u r a n garis tengah l ingkaran da lam stempel Perangkat 

Daerah ada lah 2,7 cm. 

i 

3. Stempel un i t pe laksana teknis d inas dan/a tau badan layanan u m u m 

daerah berbentuk l ingkaran ber is i n a m a Pemerintah Daerah, n a m a 

Perangkat Daerah dan n a m a un i t pe laksana teknis d inas dan/a tau 

badan l ayanan u m u m daerah yang bersangkutan dan menggunakan 

logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan u k u r a n : 

1) u k u r a n garis tengah l ingkaran lua r stempel un i t pe laksana teknis 

d inas dan/a tau badan l a yanan u m u m daerah ada lah 4 cm; 

2) u k u r a n garis tengah l ingkaran tengah stempel un i t pe l aksana 

teknis d inas dan/atau badan l ayanan u m u m daerah ada lah 3,8 

cm; dan 

3) u k u r a n garis tengah l ingkaran da lam stempel un i t pe laksana 

teknis d inas dan/a tau badan l ayanan u m u m daerah ada lah 2,7 

K a d i s D K P D K a b a i H u k u m As i s t en Pemer in tahan 8e K e s r a Seke r ta r i s D a e r a h 

L- \ A t 1 zzr— 

1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat 

Daerah adalah 4 cm, 

2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat 

Daerah adalah 3,8 cm, dan 

3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat 

Daerah adalah 2,7 cm. 

Pemerintah Nasrah Pemerintah Naerah 

2.7 cm 3.8 cm 4cm 

".. 

5 Bantan Logo Daerah 
Na pe Ga “Nama Perangkat Daerah ". NN Ma me mn NA Ssi Hodaonkaa 

3. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum 

daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama 

Perangkat Daerah dan nama unit pelaksana teknis dinas dan/atau 

badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan menggunakan 

logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran: 

1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana teknis 

dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 4 cm: 

2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana 

teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 3,8 

cm, dan 

3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana 

teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 

cm. 

Kadis nara Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertarig, Daerah 
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* Pemerintah Daerah Kota 

4 cm 

Loco Daerah 
• NamaUPTD 
• t * Nama Pemaiimah Daerah 

4. Stempel Pengamanan Naskah D inas . 

Stempel Pengamangm Naskah D inas d igunakan sesua i dengan 

t ingkat keamanan sura t dan dicap pada sebelah k a n a n atas Amplop 

n a s k a h d inas . J i k a sura t tersebut d isa l in , stempel t ingkat k eamanan 

pada sa l inan h a m s dengan w a m a yang s a m a dengan w a m a stempel 

pada sura t as l i . Stempel Pengamanan Naskah D inas berbentuk 

persegi panjang, b e m k u r a n panjang 5cm, lebar 1 cm. Be r i s i tu l i s an 

"Sangat R a h a s i a " dan "Rahas i a " . 

SANGAT RAHASIA RAHASIA 

5. Ketentuan Stempel. 

a . Pejabat yang berhak menggunakan stempel j aba tan ada lah 

Kepa la Daerah. 

b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah 

ada lah kepala Perangkat Daerah , kepa la lembaga la innya , dan 

kepa la un i t pe laksana teknis d inas . 

c. Kewenangan peny impanan dan tanggung j awab penggunaan 

stempel j aba tan d i l akukan oleh un i t yang membidangi umsgm 

ke ta tausahaan pada sekretar iat daerah dan sekretairiat dewan. 

d. Kewenangan peny impanan dan tanggung j awab penggunaan 

stempel Perangkat Daerah d i l akukan oleh un i t yang membidangi 

u m s a n ke ta tausahaan pada Sekretar iat Perangkat Daerah . 

e. P enun jukkan pejabat pemegang dan penjdmpan stempel 

di tetapkan dengan kepu tusan kepala Perangkat Daerah . 

f. Bag ian U m u m Sekretar iat Daerah bertanggung j awab atas 

pengadaan stempel. 

K a b a a H u k u m K a d i s DVJ-D K a b a a H As i s t en Pemer in tahan & K e s r a 
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4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas. 

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan 

tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop 

naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan 

pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel 

pada surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk 

persegi panjang, berukuran panjang 5cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan 

“Sangat Rahasia” dan “Rahasia”. 

SANGAT RAHASIA RAHASIA 

5. Ketentuan Stempel. 

a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah 

Kepala Daerah. 

Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah 

adalah kepala Perangkat Daerah, kepala lembaga lainnya, dan 

kepala unit pelaksana teknis dinas. 

Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan 

stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan 

ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan. 

Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan 

stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi 

urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah. 

Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel 

ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah. 

Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas 

pengadaan stempel. 

Kabag Hukum Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertaris Daerah Kadis 4 
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6. Pengaman Stempel. 

a. U n t u k pengamanan stempel Naskah D inas di l ingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan kode rahas ia . 

b. Ketentuan lebih lanjut mengened s tandard isas i kode pengamanan 

stempel d iatur tersendir i oleh Pemerintah Daerah. 

IV. Amplop 

A. B e n t u k dan s u s u n a n amplop Naskah D inas j aba tan 

B U P A T I G O R O N T A L O U T A R A 

Jln. Kusno danupojo, Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang, Kode Pos : 96252 

Nomor : 

K e p a d a 

Y t h . M e n t e r i D a l a m Nege r i 

D i -

J a k a r t a 

B . B e n t u k dan s u s u n a n amplop N a s k a h D inas Perangkat Daerah 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jln. Kusno danupojo, Desa Molingka mto, Kecamatan. Kwandang, 
Kabupaten Gorontalo UtataKode Pos : 96252 

I ... I ... I ... 

6. Pengaman Stempel. 

a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan kode rahasia. 

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kode pengamanan 

stempel diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah. 

IV. Amplop 

A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas jabatan 

BUPATI GORONTALO UTARA 

Jln. Kusno danupojo, Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang, Kode Pos : 96252 

Nomor : 

Kepada 

Yth. Menteri Dalam Negeri 

Di — 

Jakarta 

B. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah 

Kadis DKFD Kabeg Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra AA Daerah 



V. Map 

1) B e n t u k dan s u s u n a n map Naskah D inas j a b a t a n Kepa la Daerah . 

BUPATI GORONTALO UTARA 

;,-„ir..-!„r--,:,-r j . - i , - t . . - r r . - , r : .M 

BUPATI GORONTALO UTARA 

MOHON TANOA TANGAN 

2) B e n t u k dan s u s u n a n map Naskah D inas j aba tan p impinan 
Perangkat Daerah/se tara j aba tan p impinan tinggi. 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
SEKRETARIAT DAERAH 
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V. Map 

1) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah. 

An -—— ema AA ae — se 3 

BUPATI GORONTALO UTARA” | : BUPATI GORONTALO UTARA 

| MOHON TANDA TANGAN | 

2) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpinan 

Perangkat Daerah/setara jabatan pimpinan tinggi. 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA! 
SEKRE TARIAT DAERAH 

Kadis DKPD Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertaris Daerah 
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3) B e n t u k dan s u s u n a n map Naskah D inas Perangkat Daerah . 

0 
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

SEKRETARIAT DAERAH 

BAGIAN ORGANISASI 

I Jln Kusnsclanup<^, Dem MdingkafXXo, Kec jtwaridang, Kode pos 96253 
f.ir.,r.':»F.-,-M-.-.-.^.r,.- • - r,- . - - . - r:,r,r, , 

i 

V I . Para f 

1. Pareif H i e rark i 

Contoh paraf h i e ra rk i 

P A R A F H I E R A R K I 

KEPALA BIRO/JABATAN PIMPINAN 
TINGGI PRATAMA 
KABAG/ADMINISTRATOR/JF 

KASUBAG/ PENGAWAS/JF 

PELAKSANA 

I 

2 . Para f koordinasi . 

PARAF KOORDINASI 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAM.V 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

Dst 

i 
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3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

MA Ina 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
SEKRETARIAT DAERAH 

BAGIAN ORGANISASI 

dir. Kusno danupoyo, Desa Molingkapoto, Kec “wandang, Kode Pos 96252 

r
a
 

a
a
 
n
a
 

VI. Paraf 

1. Paraf Hierarki 

Contoh paraf hierarki 

PARAF HIERARKI 

KEPALA BIRO/ JABATAN PIMPINAN 
TINGGI PRATAMA 

KABAG/ADMINISTRATOR/JF 

KASUBAG/ PENGAWAS/JF 

PELAKSANA 

2. Paraf koordinasi. 

PARAF KOORDINASI 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

Dst 

Kadis DKPD Kabag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra na 
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V I I . Kewenangan Penandatanganan dan Pe l impahan Kewenangan 

1. Kewenangan Penandatanganan 

a. kewenangan u n t u k menandatangani Naskah D inas antar/ke luar 

ins tans i Pemerint i ih Daerah yang bersifat keb i jakan/keputusan/ 

a r a h a n berada pada Kepa la Daerah . 

b. kewenangan u n t u k menandatangani Naskah D inas yang t idak 

bersifat keb i j akan/keputusan/arahan dapat d i s e rahkan/ 

d i l impahkan kepada Sekretar is Daerah a t au j aba tan p impinan 

tinggi madya di Perangkat Daerah a t au pejabat l a in yang diberi 

kewenangan. 

c. penyerahan/pel impahan wewenang penandatanganan Naskah 

D inas da lam s u s u n a n sura t oleh a t a san kepada pejabat 

d ibawahnya d i l aksanakan sebagai ber ikut . 

1) Sekretar is Daerah dapat memperoleh pe l impahan kewenangan 

dan penandatanganan Naskah D inas tentang r encana strategis 

dan operasionsd, t e rmasuk kegiatan la in yang d i l aksanakan 

oleh sa tuan ker ja di i ns tans i mas ing masing. 

2) J a b a t a n p impinan tinggi p ra tama pada Perangkat Daerah 

dapat memperoleh penyerahan/pel impahan wewenang dan 

penandatanganan Naskah D inas yang berka i tan dengan 

pe laksanaan tugas dan fungsi s esua i dengan bidang masing-

masing. 

3) Kewenangan penandatanganan Naskah D inas d i l ingkungan 

Pemer intah Daerah Kota Gorontalo dapat di l ihat pada tabel di 

bawah in i : 

a) Pemerinteih Ko ta 

J A B A T A N 
1 

J E N I S NASKAH DINAS YANG DAPAT 

DITANDATANGANI 

B U P A T I GORONTALO 

UTARA 

a. pera turan daerah; 
b. pera turan B u p a t i Gorontalo Utara ; 
c. k epu tusan B u p a t i Gorontalo Utara ; 
d. i n s t ruks i ; 
e. sura t edaran; 
f. su ra t d inas ; 
g. su ra t keterangan; 
h . su ra t i z in ; 
i . sura t perjanj ian; 
j . su ra t per intah; 
k. sura t tugas; 
1. su ra t k u a s a ; 

K a d i s D K P D Kabag H u k u m As i s t en Pemer inb iban 86 K e s r a S e k e r t a r i ^ D a e r a b 
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VII. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan 

1. Kewenangan Penandatanganan 

a. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar 

instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/ 

arahan berada pada Kepala Daerah. 

kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak 

bersifat  kebijakan/keputusan/arahan dapat  diserahkan/ 

dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan 

tinggi madya di Perangkat Daerah atau pejabat lain yang diberi 

kewenangan. 

penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah 

Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat 

dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut. 

1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan 

dan penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis 

dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan 

oleh satuan kerja di instansi masing masing. 

2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah 

dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan 

penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing- 

masing. 

3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

a) Pemerintah Kota 

JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT 

DITANDATANGANI 
JABATAN 

BUPATI GORONTALO 

peraturan daerah, 
peraturan Bupati Gorontalo Utara, 

keputusan Bupati Gorontalo Utara, 
instruksi: 

surat edaran: 

surat dinas, 

surat keterangan, 
surat izin, 
surat perjanjian, 
surat perintah, 
surat tugas, 

surat kuasa: 

UTARA 

P
R
 

PP
A 

Op
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m. sura t undangan; 
n . sura t pemya taan me l aksanakan tugas; 
o. sura t panggilan; 
p. nota d inas ; 
q. lembar disposisi ; 
r. pengumuman; 
s. laporan; 
t. rekomendasi ; 

i 
! 
\ 

u . radiogrgim; 
i 
i 

V. ber i ta acara ; 
w. memo; 

1 X . piagam; 
i y . serti f ikat; dan 

z. surat tandatamatpendid ikandanpelat ihan. 

J A B A T A N DALAM J A B A T A N 
ATAS NAMA B U P A T I 
GORONTALO UTARA 

W A K I L a . su ra t d inas ; a . sura t edaran; 
B U P A T I b. sura t b. sura t d inas ; 

GORONTALO keterangan; c. su ra t ketersmgan; 
UTARA c. sura t per intah; d. sura t per intah; 

d. su ra t i z in; e. sura t i z in; 
e. sura t per intah; f. su ra t per intah; 
f. su ra t tugas; g. su ra t tugas; 
g. su ra t pemya taan h . su ra t 

me l aksanakan pemya taanme laksanakan tu 
tugas; gas; 

h . nota d inas ; i . nota d inas ; 
i . lembar disposisi ; j . lembar disposisi ; 
j . laporgm; k. pengumuman; 
k . rekomendasi ; 1. radiogram; 

dan m. berita acara ; 
1. memo n . piagam; dan 

o. serti f ikat. 

J A B A T A N DALAM J A B A T A N ATAS NAMA B U P A T I 
OGRGNTALO UTARA 

S E K R E T A R I a . sura t d inas; a . keputusan ; 
S D A E R A H b. sura t keterangan; b. su ra t edaran; 

c. sura t i z in; c. sura t d inas; 
d. sura t per intah; d. sura t keterangan; 
e. sura t tugas; e. su ra t i z in; 
f. sura t perjanjian; f. sura t per intah; 
g. sura t per ja lanan g. su ra t tugas; 

d inas; h . su ra t perjanj ian; 
h . su ra t k u a s a ; i . sura t undangan; 
i . su ra t undangan; j . su ra t 
j . su ra t pemyatasmmelaksanakant 

i p emya taanme laksan ugas; 
a k a n tugas; k . sura t panggilan; 

k. sura t panggilan; 1. nota d inas; 
1. nota d inas ; m. pengumuman; 
m. lembar disposisi ; n . radiogram; 

K a d i s D K P D Kabag H u k u m As i s t en Pemer inb iban 85 K e s r a 

A S e k e ^ ^ ^ Daerab 

m. surat undangan, 
n. surat pernyataan melaksanakan tugas, 
Oo. surat panggilan, 

p. nota dinas, 

g- lembar disposisi, 
r. pengumuman, 
s. laporan, 
t. rekomendasi, 

Uu. radiogram, 
v. berita acara, 

w. memo, 
x. piagam, 
y. sertifikat, dan 
z. surattandatamatpendidikandanpelatihan. 

ATAS NAMA BUPATI 
JABATAN DALAM JABATAN GORONTALO UTARA 

WAKIL a. surat dinas: a. surat edaran: 

BUPATI b. surat b. surat dinas, 

GORONTALO keterangan, Cc. surat keterangan, 

UTARA c. surat perintah, d. surat perintah, 
d. surat izin: e. surat izin, 

e. surat perintah, f. surat perintah, 
f. surat tugas, g. surat tugas, 
g. surat pernyataan | h. surat 

melaksanakan pernyataanmelaksanakantu 
tugas, gas, 

h. nota dinas, i. nota dinas, 

i. lembar disposisi, | j. lembar disposisi, 
j. laporan, k. pengumuman, 
k. rekomendasi, l. (radiogram, 

dan m. berita acara: 

1. memo n. piagam, dan 
o. sertifikat. 

ATAS NAMA BUPATI 
JABATAN DALAM JABATAN GORONTALO UTARA 

SEKRETARI | a. surat dinas: a. keputusan, 

SDAERAH | b. surat keterangan, b. surat edaran, 
c. surat izin, Cc. surat dinas: 

d. surat perintah: d. surat keterangan, 

e. surat tugas, e. surat izin: 

f. surat perjanjian, f. surat perintah, 
g. surat perjalanan g. surat tugas, 

dinas, h. surat perjanjian: 
h. surat kuasa: i. surat undangan, 

i. surat undangan, j. surat 
j. surat pernyataanmelaksanakant 

pernyataanmelaksan ugas, 
akan tugas, k. surat panggilan, 

k. surat panggilan, l. nota dinas, 
I. nota dinas, m. pengumuman, 
m. lembar disposisi: n. radiogram, 
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n . te laahan staf; o. berita acara ; 
o. pengumuman; p. piagam; 
p. laporan; q. serti f ikat; dan 
q. rekomendasi ; r. sura t tanda 
r, sura t pengantar; tamatpendidikgm dan 
s. l embaran daerah; pe lat ihan. 
t. berita daerah; 
u . berita acara ; 
V . notula; 
w. memo; 
X . daftar hadir ; dan 
y . serti f ikat. 

J A B A T A N DALAM J A B A T A N 
ATAS NAMA B U P A T I 
GORONTALO UTARA 

A S I S T E N a. nota d inas; a . su ra t d inas; 
b. lembar disposisi ; b. su ra t keterangan; 
c. te laahan staf; c. sura t per intah; 
d. laporan; d. sura t tugas; 
e. su ra t pengantar; e. sura t per ja lanan 
f. notula ; dan d inas; 
g. memo. f. sura t undangan; 

g. sura t panggilan; 
h . nota d inas ; 
i . laporan; 
j . sura t pengantar; 

dan 
k. daftar hadir . 

J A B A T A 
N 

DALAM 
J A B A T A N 

ATAS NAMA 
B U P A T I 

GORONTALO 
UTARA 

K E T E R A N G A N 

K E P A L A a . su ra t d inas; a . k epu tusa Kepa la Perangkat 
P E R A N b. suratketeran n ; Dae rah atas n a m a 
OKAT gan; b. su ra t Bupa t i Gorontalo U ta ra 

D A E R A c. su ra t edaran; menandatangani 
H per intah; c. su ra t Naskah D inas 

d. sura t iz in; d inas ; da lam bentuk 
e. suratper janj i d. suratketer s u s u n a n produk 

a n ; angan; h u k u m Kepu tusan 
f. su ra t tugas; e. su ra t B u p a t i Gorontalo U ta ra 
g. suratper ja lan per intah; b e m p a penetapan 

andinas ; f. s u r a t u n d dan pengaturan 
h . sura t k u a s a ; angan; teknis operasional 
i . sura tundang g- serti f ikat; subs tans i ins tans i . 

an ; dan • PenandatangananNaskah 
j - sura t h . pengumu D inas olehKepala 

pemya taan m a n . PerangkatDaerah atas 
melaksangika nama B u p a t i Gorontalo 
n tugas; U ta ra b e m p a suratedaran 

k. suratpanggi l hanyaterka i t 
an ; pengaturanteknis 

1. nota d inas; operas ionalsubstansi 
Kabag , H u k u m K a d i s D K P D K a b ^ . H i As i s t en Pemer int ; iban & K e s r a 
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n. telaahan staf, Oo. berita acara, 

Oo. pengumuman, p. piagam, 
p. laporan, g. sertifikat, dan 
g. rekomendasi, r. surat tanda 
r. surat pengantar, tamatpendidikan dan 
s. lembaran daerah, pelatihan. 
t. berita daerah, 
u. berita acara, 

v. notula, 

w. memo, 
x. daftar hadir, dan 
y. sertifikat. 

ATAS NAMA BUPATI 
JABATAN DALAM JABATAN GORONTALO UTARA 

ASISTEN a. nota dinas, a. surat dinas: 
b. lembar disposisi, b. surat keterangan, 

c. telaahan staf, Cc. surat perintah, 

d. laporan, d. surat tugas, 

e. surat pengantar, e. surat perjalanan 
f. notula: dan dinas, 

g. memo. f. surat undangan, 
g. surat panggilan, 
h. nota dinas, 

i. laporan, 
J- surat pengantar, 

dan 
k. daftar hadir. 

ATAS NAMA 
JABATA DALAM BUPATI 

N JABATAN GORONTALO BER EEANGAN 
UTARA 

KEPALA | a. surat dinas, | a. keputusa | Kepala Perangkat 
PERAN | b. suratketeran n, Daerah atas nama 

GKAT gan, b. surat Bupati Gorontalo Utara 
DAERA |c. surat edaran, menandatangani 

H perintah, c. surat Naskah Dinas 
d. surat izin: dinas: dalam bentuk 

e. suratperjanji | d. suratketer | susunan produk 
an, angan, hukum Keputusan 

f. surat tugas, | e. surat Bupati Gorontalo Utara 
g. suratperjalan perintah, | berupa penetapan 

andinas, f. suratund | dan pengaturan 
h. surat kuasa: angan, teknis operasional 

i. suratundang | g. sertifikat, | substansi instansi. 
an, dan s PenandatangananNaskah 

j- surat h. pengumu Dinas olehKepala 
pernyataan man. PerangkatDaerah atas 
melaksanaka namaBupati Gorontalo 
n tugas, Utara berupa suratedaran 

k. suratpanggil hanyaterkait 
an, pengaturanteknis 

l. nota dinas, operasionalsubstansi 
Kadis DPD EN Asisten Pemerintahan & Kesra 3 Daerah 
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m. notapengajua ins tans i . 
n I • U n t u k Setwandapat 

n . konsep menandatangani 
0. n a s k a h s emuanaskah d inassesua i 

d inas ; dengankewenanganKepala 
p. lembardispos PerangkatDaerah 

i s i ; i kecual isert i f ikat . 
q. te laahan • K h u s u s un tukKepa l a 

staf; PerangkatDaerah 
r. pengumuma yangmembidangiurusan 

n ; Pendidikan dan pelat ihan 
s. laporan; jugadapatmenandatanganir 
t. rekomendasi ; adiogram,piagam, 
u . berita acara ; sura t tanda 
V. memo; tamatpendid ikan 
w. dsiftar danpelat ihan a tasnama 

hadi r ;dan B u p a t i Gorontalo U ta ra 
X. sertif ikat. 

I 

T A A m A Ik T 

J A B A T A N 
T N A T A A A T A T~% A 1 ^ A 1VT 

DALAM J A B A T A N 
ATAS NAMA 

S E K R E T A R I S D A E R A H 

K E P A L A a. sura t d inas; a . su ra t d inas 
BAGIAN b. sura t keterangan; b. su ra t keterangan 

PADA c. sura t per intah; c. sura t per intah 
S E K R E T A R I A T d. sura t i z in ; d. sura t undangan 

D A E R A H e. sura t perjanj ian; e. serti f ikat 
f. sura t tugas; f. pengumuman 
g. sura t per ja lanan d inas ; 
h . sura t k u a s a ; 
i . sura t undangan; 

j . sura t 
pe rnya taanme laksanaka 
n tugas; 

k. sura t panggilan; 
1. nota d inas; 
m. lembar disposisi ; 
n . te laahan staf; 
o. pengumuman; 
p. laporan; 
q. rekomendasi ; 
r. berita acara ; 
s. memo; 
t. daftar hadir ; dan 
u . sertif ikat. 

J A B A T A N DALAM J A B A T A N ATAS NAMA K E P A L A 
P E R A N G K A T D A E R A H 

S E K R E T A R I S 
P E R A N G K A T 

D A E R A H 

a. su ra t d inas; 
b. su ra t keterangan; 
c. su ra t perintsih; 
d. su ra t k u a s a ; 
e. su ra t undangan; 

a . su ra t d inas ; 
b. su ra t keterangan; 
c. su ra t per intah; 
d. su ra t undangan; 
e. nota d inas; 

K a d i s D K P D K a b a k H u k u m As i s t en Pemer in taban St K e s r a 
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m. notapengajua instansi. 
n " Untuk Setwandapat 

n. konsep menandatangani 
o. naskah semuanaskah dinassesuai 

dinas, dengankewenanganKepala 
p. lembardispos PerangkatDaerah 

isi, kecualisertifikat. 
g- telaahan Khusus untukKepala 

staf: PerangkatDaerah 

r. pengumuma yangmembidangiurusan 
n: Pendidikan dan pelatihan 

s. laporan, jugadapatmenandatanganir 
t. rekomendasi, adiogram,piagam, 

u. berita acara, surattanda 
v. memo, tamatpendidikan 
w. daftar danpelatihan atasnama 

hadir,dan Bupati Gorontalo Utara 

x. sertifikat. 

ATAS NAMA 
JABATAN DALAM JABATAN SEKRETARIS DAERAH 

KEPALA a. surat dinas, a. surat dinas 

BAGIAN b. surat keterangan, b. surat keterangan 
PADA c. surat perintah, Cc. surat perintah 

SEKRETARIAT |d. surat izin, d. surat undangan 
DAERAH e. surat perjanjian, e. sertifikat 

f. surat tugas, f. pengumuman 

g. surat perjalanan dinas, 
h. surat kuasa, 

i. surat undangan, 

j. surat 
pernyataanmelaksanaka 
n tugas, 

k. surat panggilan, 
Il. nota dinas, 

m. lembar disposisi, 

n. telaahan staf, 

Oo. pengumuman, 
p- laporan, 
g. rekomendasi, 
r. berita acara, 

s. memo, 
t. daftar hadir, dan 

u. sertifikat. 

ATAS NAMA KEPALA 
JABATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DAERAH 

SEKRETARIS a. surat dinas, a. surat dinas: 
PERANGKAT b. surat keterangan, b. surat keterangan, 
DAERAH Cc. surat perintah, Cc. surat perintah: 

d. surat kuasa, d. surat undangan, 

e. surat undangan, e. nota dinas, 
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f. nota d inas; f. laporan; dan 
g. lembar disposisi ; g. daftar badir. 
b. te laaban staf; 
i . laporan; 
j . memo; dan 
k. daftar badir. 

ATAS 
NAMA 

J A B A T DALAM K E P A L A K E T E R A N G A N 
X I L J L # X J L - C X X X X X V X _ J X X X v AN J A B A T A N P E R A N G 
K E T E R A N G A N 
X I L J L # X J L - C X X X X X V X _ J X X X v 

i 
K A T 

D A E R A H 
K E P A L a. su ra t a. sura t Penandatanganan 

A b. perintab; d inas; su ra t 
B IDAN c. nota d inas; b. sura t d inasuntukkomunikas i eks te rna ld i 

G d. lembardispo ketera u t a m a k a n 
s is i ; ngan; u n t u k d i l akukan 

e. te laabanstaf c. sura t oleb Sekretar is 
> per inta PerangkatDaerab. 

f. laporan; h ; 
dan d. nota 

g. daftar d inas; 
badir . dan 

e. daftar 
badir. 

i 

J A B A T A N DALAM J A B A T A N ATAS NAMA K E P A L A 
DINAS/BADAN 

K E P A L A UNIT a. sura t d inas ; a . sura t d inas; 
P E L A K S A N A b. sura t per intab; b. suratketerangan; 

T E K N I S DINAS c. su ra t tugas; c. suratper intab; 
d. sura t per ja lanan d. nota d inas; 

d inas; e. berita acara ; 
e. sura t k u a s a ; f. daftar badir; 
f. sura t undangan; g. i n s t ruks i ; dan 
g- sura t pemyataam b. sura t edaran 

me l aksanakan 
tugas; 

b. sura t panggilan; 
i . nota d inas ; 
j - lembar disposisi ; 
k. te laaban staf; 
1. pengumuman; 
m. laporan; 
n . rekomendasi ; 
o. berita acara ; 
p. memo; dan 
q- daftar badir . 

J A B A T A 
N DALAM J A B A T A N 

! 

ATAS NAMA 
B U P A T I 

GORONTALO 
UTARA 

K E T E R A N G 
AN 

K a d i s DK»D K a b a a H u k u m As i s t en Pemer in tahan St K e s r a S e k e r t ^ ^ D a e r a h 
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f. nota dinas, f. laporan, dan 
g. lembar disposisi, g. daftar hadir. 
h. telaahan staf, 

i. laporan, 
j. memo, dan 
k. daftar hadir. 

ATAS 
NAMA 

JABAT DALAM KEPALA 
AN JABATAN | PERANG KETERANGAN 

KAT 
DAERAH 

KEPAL | a. surat a. surat | Penandatanganan 
A b. perintah, dinas, | surat 

BIDAN | c. nota dinas, |b. surat dinasuntukkomunikasieksternaldi 

G d. lembardispo ketera | utamakan 
sisi, ngan, | untuk dilakukan 

e. telaahanstaf |c. surat oleh Sekretaris 
: perinta | PerangkatDaerah. 

f. laporan, h, 

dan d. nota 
g. daftar dinas, 

hadir. dan 
e. daftar 

hadir. 

ATAS NAMA KEPALA 
JABATAN DALAM JABATAN DINAS/BADAN 

KEPALA UNIT a. surat dinas: a. surat dinas, 

PELAKSANA b. surat perintah, b. suratketerangan, 
TEKNIS DINAS c. surat tugas, Cc. suratperintah, 

d. surat perjalanan d. nota dinas, 
dinas, e. berita acara, 

e. surat kuasa: f. daftar hadir, 

f. surat undangan, g. instruksi, dan 
g. surat pernyataan h. surat edaran 

melaksanakan 

tugas, 
h. surat panggilan, 
i. nota dinas: 

j. lembar disposisi, 
k. telaahan staf, 

l. pengumuman, 
m. laporan, 
n. rekomendasi: 
o. berita acara, 
p. memo, dan 
g. daftar hadir. 

ATAS NAMA 
JABATA BUPATI KETERANG 

N MALAM JEBATAN GORONTALO AN 
UTARA 
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CAMAT a . sura t d inas; a . Kepu tusa n a s k a b 
b. suratketerangan; n ; dan dinas 
c. sura t perintab; b. su ra t k epu tusan 
d. su ra t iz in; edaran. yang 
e. suratper janj ian; d i tanda 
f. sura t tugas; tangani 
g. suratper ja lanandinas; camat atas 
b. sura t k u a s a ; n a m a 
i . sura tundangan; B u p a t i 
j . su ra tpemya taanme laksanakan Gorontalo 

tugas; U ta ra 
k. suratpanggi lan; banya 
1. nota d inas ; u n t u k 
m. lembardisposisi ; k epu tusan 
n . te laaban staf; R T 
o. pengumuman; d a n R W 
p. laporan; 
q. rekomendasi ; 
r. berita acara ; 
s. memo; dan 
t. daftar badir . 

J A B A T A N DALAM J A B A T A N K E P A L A 
BAGIAN/BIDANG 

K E P A L A 
S U B B A G I A N / K E P A L A 
S U B B I D A N G / K E P A L A 

S E K S I ! 

a . nota d inas ; 
b. telaabsm staf; dan 
c. laporan. 

a . Suratper intab; 
b. nota d inas ;dan 
c. daftar badir . 

1 

J A B A T A N DALAM J A B A T A N A T A S NAMA CAMAT 

L U R A H 

\ 

a. nota dinas; 
b. te laaban staf; dan 
c. laporan. 

a . sura t d inas; 
b. suratketerangan; 
c. suratper intab; 
d. suratundangan;dan 
e. suratpanggi lan. 

J A B A T A N DALAM J A B A T A N 

P E L A K S A N A 

i 
a . nota d inas; 
b. te laaban staf; dan 
c. laporan. 

2. Pe l impaban Kewenangan 

a. Penggunaan Atas Nama (a.n.) 

Atas nama , yang dis ingkat a .n. , d ipergunakan j i k a yang 

berwenangmenandatangani sura t/dokumen me l impabkan kepada 

K a d i s D K P D Kabag H u k u m As i s t en Pemer in tahan & K e s r a Seker ta r i s Dae rah 
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CAMAT la. surat dinas, a. Keputusa | naskah 
b. suratketerangan, n, dan dinas 

Cc. surat perintah, b. surat keputusan 

d. surat izin, edaran. yang 
e. suratperjanjian, ditanda 
f. surat tugas, tangani 

g. suratperjalanandinas, camat atas 

h. surat kuasa, nama 

i. suratundangan, Bupati 
j. suratpernyataanmelaksanakan Gorontalo 

tugas, Utara 

k. suratpanggilan, hanya 
l. nota dinas, untuk 
m. lembardisposisi, keputusan 
n. telaahan staf, RT 
Oo. pengumuman, dan RW 
p. laporan, 
g. rekomendasi, 
r. berita acara, 

Ss. memo, dan 

t. daftar hadir. 

KEPALA 
JABATAN DALAM JABATAN BAGIAN/BIDANG 

KEPALA a. nota dinas, a. Suratperintah, 

SUBBAGIAN/KEPALA b. telaahan staf: dan | b. nota dinas:dan 

SUBBIDANG/KEPALA | c. laporan. c. daftar hadir. 
SEKSI 

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA CAMAT 

LURAH a. nota dinas: a. surat dinas, 

b. telaahan staf, dan b. suratketerangan, 
c. laporan. Cc. suratperintah, 

d. suratundangan,dan 
e. suratpanggilan. 

JABATAN DALAM JABATAN 

PELAKSANA a. nota dinas, 
b. telaahan staf: dan 
c. laporan. 

2. Pelimpahan Kewenangan 

a. Penggunaan Atas Nama (a.n.) 

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang 

berwenangmenandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada 
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pejabat d ibawabnya. Persyara tan yang b a r u s dipenubi sebagai 

ber ikut : ' 

1) Pe l impaban wewenang tersebut da lam bentuk tertul is , 

k b u s u s u n t u k Naskab D inas yang berupa kebi jakan, kecua l i 

naskabyangs i fa tnya admin is t ras i ; 

2) Materi wewenang yang d i l impabkan benar-benar menjadi tugas 

dantanggung jawab pejabat yang me l impabkan; 

3) Tanggung j awab sebagai akibat penandatanganan Naskab 

Dinasberada pada pejabat yang d ia tasnamakan . 

Contob: \ 
I 

PEMERINTAH K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

SEKRETARUT DAERAH 
/Uiiniof .Vomer Tdp FaJfs Kode Pon 

Tempat. Tanggal. Bulan dan 
Tahun 

Nomor 
Sifar : 
lAmpimn • 
Hal : Undangan 

Yth 

I t 

hari/tanggal 
waktu 
tempat 
acara 

&.n. Sejcretans Daeraii 
Aftifcten Pciucf uttidiaLi;- d a n l^t^fA 

Nanr.a 
Pongkot/Golongan 
NIP 

Tcmtaiaon: 
Sekretaris Daerah 

K a d i s D K f D As i s t en Pemer in tahan 85 K e s r a S e k e r t a r i ^ 4 ) ^ r a h 
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pejabat dibawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai 

berikut: 

1) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, 

khususuntuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali 

naskahyangsifatnya administrasi, 

2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas 

dantanggung jawab pejabat yang melimpahkan, 

3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah 

Dinasberada pada pejabat yang diatasnamakan. 

Contoh: 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

SEKRETARIAT DAERAH 
/amat...Nomor. Tclp. ...Faks .... Kode Pos 

Tempat, Tanggal, Bulan dan 
Tahun 

Nomor Ni mei merk ranah 

Sifat 

Lampiran 

Hal Undangan 

Gb kaan 

di 

harijtanggad —— 5 ..corooooomooooooooooooooooo.oooooooo.oocooooooooeoo.o.o 
waktu  Se.coococomecooorocooorooooocooooooooimecooiocoooocooorco 

tempat 
Na NN NA AA PA AAA 

aa SA PA Pn SN NA NO PIP TN PN NA | 

a.n. Sekretaris Daerah | 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 

| 
Nama 

Pangkat/ Golongan 
NIF 

Tembusan: 

Sekretaris Daerah 
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b. Penggunaan U n t u k Be l i au (u.b.) 

U n t u k bel iau, yang dis ingkat u.b. , d igunakan j i k a yang diberi 

kuasamember i k u a s a lagi kepada pejabat s a t u t ingkat di bawabnya . 

U n t u k bel iau (u.b.) d i gunakan setelab ada atas n a m a (a.n.). 

Pe l impabankewenangan penandatanganan Naskab D inas dengan 

bentuk untukbe l i au (u.b.) b a n y a sampa i pada pejabat d u a t ingkat 

eselon d ibawabnya. Persyaratan yang b a r u s d ipenubi an ta ra l a in 

sebagaiberikut: 

1) Pe l impaban ba rus mengikut i u r u t a n banya sampai d u a t ingkat 

s t r u k t u r a l di bawabnya; 

2) Materi yang ditandatangemi merupaksm tugas dan 

tanggungjawabnya; 

3) Dapat d ipergunakan oleb pejabat yang d i tunjuk sebagai 

pejabatpengganti; dan 

4) Tanggung j awab berada pada pejabat yang telab diberi k u a s a . 

Contob : 

a .n B u p a t i Gorontalo U t a r a 
Sekretairis Daerab, 
u .b . 

Kepgda Bag ian Organisas i 

( tanda tangan) 
I B R A H I M KOLONA T O M E L O , S E , M . S i 
Pembina T k t I / IVb 
Nip. 196805071997031009 

c. Penggunaan Pe laksana Tugas (Pit.) 

1) Pit. Kepa la Daerab. 

Contob penul i san sebutan Pit. da lam penandatanganan 
naskabd inas . 

Pit. B u p a t i Gorontalo U ta ra 

( tanda tangan) 

S i l a N. Botut ibe 

2) Pit. J a b a t a n S t r u k t u r a l 

Pit. j aba tan s t r u k t u r a l memi l ik i kewenangan 

PenandatangananNaskah D inas s a m a dengan pejabat definitif 

K a d i s D K P D Kabaj ; H u k u m As i s t en Pemer in tahan & K e s r a Seker ta r i s D a e r a h 
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b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.) 

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi 

kuasamemberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. 

Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.). 

Pelimpahankewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan 

bentuk untukbeliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat 

eselon dibawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain 

sebagaiberikut: 

1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat 

struktural di bawahnya, 

2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan 

tanggungjawabnya, 

3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai 

pejabatpengganti, dan 

4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. 

Contoh : 

a.n Bupati Gorontalo Utara 
Sekretaris Daerah, 

u.b. 
Kepala Bagian Organisasi 

(tanda tangan) 

IBRAHIM KOLONA TOMELO, SE,M.Si 
Pembina TktI / IVb 
Nip. 196805071997031009 

c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.) 

1) Pit. Kepala Daerah. 

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan 

naskahdinas. 

Plt. Bupati Gorontalo Utara 

(tanda tangan) 

Sila N. Botutihe 

2) Plt. Jabatan Struktural 

Plt. jabatan struktural memiliki kewenangan 

penandatangananNaskah Dinas sama dengan pejabat definitif 

. Kahag Hukum | Asisten Pemerintahan & Kesra Sekertaris Daerah 
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dan bertanggung jawabatas Naskah D inas yang d i tanda tangani 

olehnya. 

Contoh penul i san sebutan Pit. da lam penandatanganan 

naskabd inas . 

Pit. Kepa la D inas Kears ipan dan 
Perpus takaan Kabupaten 
Gorontalo U t a r a 

(tgmda tangan) 

A s r i Ode Muis i . S E . , M.Si 
Pembina T k t I / IVb 
Nip. 19660515 199003 1 017 

d. Pengunaan Pe laksana Har i an (Plb.) 

1) Plb. Kepa la Daerab 

Contob penul i san sebutan Plb. da lam penandatanganan n a s k a b 

d inas . 

Plb. B u p a t i Gorontalo U ta ra 

I ( tanda tangan) 
i 
i 

I S i l a N. Botut ibe 

2) Plb. J a b a t a n S t r u k t u r a l 

Plb. J a b a t a n s t r u k t u r a l memi l ik i kewenangan penandatangangm 

Naskab D inas sesua i dengan tugas yang d iber ikan oleb 

pejabatdefinitif, bersifat rut in i tas dan t idak berupa keb i jakan 

yang bersifatstrategis yang berdampak pada perubahan s ta tus 

b u k u m padaaspek organisasi , kepegawaian, dan a lokas i 

anggaran. 

Contob penul i san sebutan Plb. da lam penandatanganan n a s k a b 

dinas. 

P lb. Kepa la D inas 
Perpus takaan 
Gorontalo U ta ra 

( tanda tangan) 

Kears ipan dan 
Kabupaten 

As r i Ode Muis i . S E . , M.Si 
Pembina T k t I / IVb 
Nip. 19660515 199003 1 017 
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dan bertanggung jawabatas Naskah Dinas yang ditanda tangani 

olehnya. 

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan 

naskahdinas. 

Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Kabupaten 
Gorontalo Utara 

(tanda tangan) 

Asri Ode Muisi. SE., M.Si 
Pembina TktI / IVb 
Nip. 19660515 199003 1 017 

d. Pengunaan Pelaksana Harian (Plh.) 

1) Plh. Kepala Daerah 

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah 

dinas. 

Plh. Bupati Gorontalo Utara 

(tanda tangan) 

Sila N. Botutihe 

2) Plh. Jabatan Struktural 

Plh. Jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan 

Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh 

pejabatdefinitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan 

yang bersifatstrategis yang berdampak pada perubahan status 

hukum padaaspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi 

anggaran. 

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah 

dinas. 

Plh. Kepala Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Kabupaten 
Gorontalo Utara 

(tanda tangan) 

Asri Ode Muisi. SE., M.Si 

Pembina Tkt 1 / IVb 
Nip. 19660515 199003 1 017 
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e. Penggunaan Penjabat (Pj.) 

Contob penul i san sebutan Pj. dalgim penandatanganan n a s k a b 

d inas . I 

Pj. Bupa t i Gorontalo U ta ra 

( tanda tangan) 

S i l a N. Botut ibe 

Contob penul isan sebutan Pj. 

da lampenandatanganan n a s k a h d inas . 
I 

Sekretar is Daerab 

Pj. Sekretar is Daerah 
1 

(tamda temgan) 

Nama 

f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) 

Contob penul i san sebutan Pjs. da lam penandatanganan n a s k a b 

d inas i 

Pjs. B u p a t i Gorontalo U ta ra 

(tanda temgan) 

Nama 

PS. BUPATI GORONTALO UTARA 

SILA N. BOTUTIHE 

K a d i s D K P D K a b a I H u k u m As i s t en Pemer in tahan & K e s r a Seke r ta r i s D a e r a h 
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e. Penggunaan Penjabat (Pj.) 

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan naskah 

dinas. 

Pj. Bupati Gorontalo Utara 

(tanda tangan) 

Sila N. Botutihe 

Contoh penulisan sebutan Pi. Sekretaris Daerah 

dalampenandatanganan naskah dinas. 

Pj. Sekretaris Daerah 

(tanda tangan) 

Nama 

f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) 

Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan naskah 

dinas 

Pjs. Bupati Gorontalo Utara 

(tanda tangan) 

Nama 

P4. BUPATI GORONTALO UTARA, yA 

SILA N. BOTUTIHE 
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